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W., h ). ·~~lJ. t.4,.J KATA PENGANTAR 

Kegiatan pembangunan pada periode 2001-2004 beracfa pa~ta tahap awal 
....... ' 

reformasi pembangunan di dalam negeri dan era globalisasi yang semak+n kuat. 

Reformasi yang mengarah kepada demokrasi , partisipasi , transparansi , 

desentralisasi dan good governance, menyebabkan manajemen pembangunan 

pertanian berbeda dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan 

koordinasi yang sangat baik antar instansi di pusat dan antara pusat dengan 

daerah dalam perencanaan pembangunan . 

Program Pembangunan Pertanian disusun dengan mengacu kepada 

GBHN tahun 1999-2004, UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propenas) tahun 2001-2004, Program Pemulihan Ekonomi dari tim 

ekonomi Kabinet pembangunan dan Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai 

Penggerak Ekonomi Nasional sebagai Grand Strategy pembangunan pertanian. 

Selain itu memperhatikan pula kelemahan dan kekuatan pembangunan 

pertanian di masa lalu , dan antisipasi dinamika lingkungan dan tantangan global 

di masa depan. 

Dokumen Program Pembangunan Pertanian 2001-2004 menguraikan 

pokok pokok pikiran Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian 2001-2004 

yang memuat kinerja , permasalahan dan kendala pembangunan pertanian ; visi, 

misi dan strategi ; kebijakan dan program pembangunan pertanian dan 

manajemen pembangunan pertanian . 

Kepada seluruh aparat Departemen Pertanian dan berbagai pihak yang 

terlibat dalam pembangunan pertanian diharapkan agar dapat memanfaatkan 

hal-hal yang terkandung dalam buku ini , sebagai arahan pokok dan acuan dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian. b >I 1 2 
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. I. PENPAHULUAN 
' .. ·.) 

Kegiatan . pe[llbang~nan tahun 2001-2004 'berada p~da era reformasi 

p~mbangumin.. di seg~l~ pidang yang menye_t?abk~n ~erj,adiriya • perubahan 

paradigr:na ni~flajemen. perpbangun~n nasional.. Secara g~ri& besar p;;t(adigma 

t;>~r~ manajemen pembangunar1 tersebut adalah: (1) Pelaksa!l~aQ pembang~nari 
nasion a I · termasuk pembangunqn . pertanian . · dituntut . lebih demokratis, 

transparansi,· desentralisasi, good governance dan· partisipasi masyarakat, (2) 

· Sesuai · dengan ·tuntutan partisipatif, · pelaksanaan pembangunan · diarahkan 
. . . . . .. . . 

k~pada peningkatan sebesar besarnya peran serta masyarakat dan·pemerintah 

hanya. berperan se9agai' r~gulator, fasilitator dan dinamis~tor, dan (3) Dalam 

penerapan ·desentralisasi; · pembarigunan dilaksariakan s.esuai ·•. dengah 

kew~nangan yang diat~r dalam UU No 22 Tahur11999 dan.PP No 25 Tahun 

·2000. 

Sebag;:~f bag ian i~ti dari pe~bangunan nasi.onal,· pembangunan pertanian · 
. . . . . ' .. 

harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, dengan selalu mengacu 

paoa: (.1) GBHN :1999-2004, Propenas 2001~2.004 dan Sepuluh Program 

Perc~patan Pemulihan Ek'Onomi, (2) ldentifikasi yang akurat tentang kendala, 

· keku~tan da~ peluang serta pengalaman per:nba·ngunan pertanian di :ma'sa lalu, 

dan ·(3) Anti$ipasi dinamika ·lingkungan global yang me~u~cl!lkan tantangan 

·(kesempatan'dan ancaman) yang dinadapi pertanian kedepan ... 

Departemen Pert~m,ian sebagai penanggung jawab dan~sim.pul koor~inasi 
. dalam pembangunan perta11ian telah rnenetapkan Grand Strat~gy Pembangunqn 

Sistem Agribisnis Sebagai.Penggerak Ekonomi Nasional, yang m~muat visl, 

misi, strategi, kebijakan dan program pembangunan agribisois, Pada intinya 

Grand Strat~gy pembangunan pertanian terse but mencakup em pat hal penting, 

yaitu: 
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. . ·. . . . . 

1 ~ .. Pernbangunqn. Pertanian :barus. menjadi inti · pemb~ngtman . riasional, · .. 

kare~a alasari (a) ame~nat kon~titGsi y.ang_ dicallturnkan dai~MGSHN 1999-

2004, (b) potensi .. dan kekayaan nasional sebagai negara~ pertaniar·dan 

maritim · perlu dimanfaatkan · secara optimal · unt~k· . kesejahte·~aail 
masyarakat, (c) keterlibatarisehagian hesat masyarakafdala,mbidang ini, . 

dan (d.) dampak pembanguriar pertanian dari. aktivitC~s. ekonomi laihnya 
yang· terkait sangat besar .• teth.adap · porsi · pendapatan· '"ri~~ional, 
perturnbuhan, pen1erataan dan pengentasan kemiskina·n. ·.· •. · 

. 2. P~mbangunan pertanian. harus dilakukan melalui pendekatan. sistern ·. 

agribisnis,_ yaitu keseluruh~m (totalitas) kioerja ·. keseluruha·n· ·supsistem 

· usaha yang saling. terkait, saling :terg~m-tung -dan salirig ·berpengqruh 
. . .. ·.' . . . . ., . . .. . . ." :. ·,-. 

dengan pertanian mulai sektor. hulu, usahatani, dan hilir ·serta jasa 

penunjang. Semua- subsister;n terse but·. harus . dike~bangkan !)_ecara 

simultan, serasi danseimba_ng .. ' 

3. Keberhasilan pembangunan agribisnis terge~ntung, sebagian besar kepada 

faktor .dan kebijak~m yang berada di luar kewenangan Departemen 
. . .. 

P.eitanian seh.ingga diperlukar~ upaya koordinasi yang sangat baik antar 

·· ·. in$tansi_terkait' Faktor-faktor terpenting adalah kebijakan makro ekonomi 

. seperti moneter, fiskal, prioritas pembangunan, pellanganan inflasi dan 

ketenagakerjaan;.kebijakan perigembangan infrastruktyrdan sarana publik 

· urituk,_ menunjang _pertanian seperti irigasi, jalan. pertanian, energi, 

komunikasi, air bersih; kelembag_aan pelayanan informasi, teknologi, kredit, 

penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia; dan kelembangaan 

ekonor:ni petani seperti kop~rasi, kelompok. usaha dan asosiasi. Oleh 

karena itu diperlukari kesamaan pandangan bahwa pembangunan nasional 
harus bertumpu pada pembangunan agribisnis, . atau agribusiness-led 

development. 

4. Pengembangan agribisnis harus dalam upaya meningkatkar daya saing, 
membangun ekonomi kerakyatan, berke.lanjutan dan .· terdesentr~lisasi 

. . . . 
dalam · kerangka penguatan ekonomi . daerah. Oleh karena itu 
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pembangunan- agribisnis - di_lakukan melalui pola-p9la pemberdayaan 

pot~n~i "dan k~pas'itas ·ekono'ml masyar~k~t.. Pola subsldi d·ah bantu~n 
cuma~c;:uma _ harus · ~ilakukan de~gan tara yang sahgat s~lektif da.lam -

-_ kerangka pemb~rdayaan. 

·Grand Strategy pembangurian · pertanian tersebut perlu dijabarkan lebih 

operasional dalam ·bentuk jabaran program- dan kegiatan pem~ang~nan 

pertanian. Dengan demikian dokumeri Program Kegiatan Pembangunan 

P~rtanian 2001-2004 ini merupakan acuan pagi pembargunan di ~ektor 
pertanian, baik di tingkat _ pusat m9upun daerah, sert? _ acua~ bagi jajar~n 

birokrasi dalam menyelenggarak<j~n pembangunan pertanian sesuai peran dan 

fungsi -. masing-masing:· Sejalan dengan .amanat · reformasi, sem<;~ngat 

pembaharuan sang at m~warnai Program dan Kegi~tan P~mbangu.nan Pertanlan, 

derigan fok~s program ·yang lebih terarah, lebih fleksibel dalarn p~lak-sanaannya, 
• • ' ' • 'r 

serta pola pelaksanaan program yang lebih desentralistis dan partisipatif. 

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, pernerintah baik pusat . . ·- ' . . . . . ,·: ... · . 

dan . daerah diarahkan' umuk dapat berperan menja!ankan fungsi stimulasi, 

dinamisasf, regulasi, dan fa.silitasi bagi para petani dan pelaku usaha pertanian, 

agar marnpu menjalankan d~n mengembangkan ·usahanya dehgan baik. Para 

pelaku usaha·· didorong - untuk mengernbangkan usahanya . secara lebih 

profesional, efisien, ' serta mendayagunakan iptek secara 'tepat dan ramah 

lingkungan, agar menghasilkan produk pertanian .ye~ng mempunyai day a sairig 

tinggi. 
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II. KINERJA, PERM,l\SALAHAN, KENDALA DAN TANTANGAN 
PE~BANGUNAN AGRIBISNIS 

2.1. Peran Agribisnis D~lam Perekonomian Nasional 

Sektor agribisnis telah berperari besar dalam pembangunan nasional baik 

peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia 

lapangan . ke~a, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, 

perolehan devisa melalui ekspor dan penciptaan ketahanan pangan nasional, 

maupun sumbangan peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang 

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor 

lain. Kontribusi sektor agibisris tersebut dapat dievaluasi dari beberapa indikator 

utama berikut: · 

1. Dalam pembentukan Produk Domestik Bruto, sektor agribisnis merupakan 

penyumbang · nilai tambah (value added) terbesar dalam perekonomian 

nasional. Dalam tahun 1990-1995 kontribusi $ektor agribisnis meningkat dari 

45 persen menjadi 47 PF!rsen totql nilai tambah. 

2. Sektor _agribisnis merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. 

Dalam tahun 1990-199~ kesempatan kerja di sektor agribisnis meningkat dari 

75 persen menjadi 77 persen total penyerapan tenaga kerja nasional. 

3. Dalam tahun 1990-1995 peran sektor agribisnis dalam ekspor nasional 

meningkat dari 43 persen menjadi 49 persen. 

4. Sektor agribisnis juga berperan dalam penyediaan pangan masyarakat. 

4 

Keberhasilan . dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok beras telah 

berperan secara strategis dalam dalam penciptaan ketahanan pangan 

nasional (food security) yang sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial 

(socio security), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau 

ketahanan nasional (national security). 
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Sebagai sektor yang mempunyai kekuatan untuk menjadi penggerak ekonomi 

nasional, agribisnis telah memperlihatkan peran yang besar. Agenda 

pengembangan agribisnis masih cukup panjang mengingat beberapa kondisi 

sebagai berikut: 

1. Pondasi dasar agribisnis belum terbentuk dengan kokoh sehingga sistem dan 

usaha agribisnis belum berkembang seperti yang diharapkan 

2. Pendapatan petani masih rendah baik secara nominal maupun secara relatif 

dibandingkan dengan sektor lain. Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian 

adalah sekitar 2-5 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. 

3. Terdapat senjang produktivitas dan mutu yang cukup besar sehingga daya 

saing produk perl;anian Indonesia masih mempunyai peluang yang sangat 

besar untuk ditingkatkan. 

4. Pangsa pasar ekspor produk pertanian Indonesia masih kecil dan sementara 

kapasitas dan potensi yang dimilikinya jauh lebih besar. 

5. Terjadinya degradasi kualitas · sumberdaya pertanian akibat pemanfaatan 

yang tidak mengikuti pola-pola pemanfaatan yang berkelanjutan. 

6. Masih lemahnya kelembagaan usaha dan kelembagaan petani. Usaha 

agribisnis skala rumahtangga, Skala kecil dan. agribisnis Skala besar belum 

terikat dalam kerjasama yang saling membutuhkan, saling memperku9t dan 

saling menguntungkan. Yang terjadi adalah penguasaan pasar oleh kelompok · 

usaha yang kuat sehingga terjadi distribusi margin keuntungan yang timpang 

(skewed) yang merugikan petani. 

2.2. Dinamika Kebijakan Pembangunan Agribisnis 

Kebijakan pembangunan agribisnis masa lalu mungkin sesuai dengan kondisi 

dan tuntutan pembangunan pada saat itu. Akan tetapi kebijakan pembangunan 

agribisnis masa lalu mempunyai kelemahan jika diterapkan untuk memecahkan 
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· · pemasalahari pembangunan agribisnis masa datang. Kebijakan pembahgunan 

agribisnis selama ini dicirikan oleh: 

1. Pembangunan Agribisnis Lebih Terfokus Pada Usahatani (On- Farm) 

Selama ini pembangunan agribisnis lebih terfokus kepada pembangunan · 

usahatani (on-farm agribusiness) dengan sasaran utama periingkatan produksi, 

sementara pembangunan dan keterkaitan dengan industri hulu agribisnis (up­

stream agribusiness) dan industri hilir agribisnis (down-stream agribusiness) 

kurang mendapat perhatian. 

2. Lemahnya Dukungan Kebijakan Makro 

Pembangunan agribisnis kurang didukung oleh kebijakan makro ekonomi 

yang kondusif, baik kebijakan fiscal dan moneter, kebijakan ketenagakerjaan, 

kebijakan perdagangan, penanganan inflasi dan prioritas dalam pengembangan 

ekonomi nasional. 

3. Pendekatan Pembangunan Sentralistik 

Pendekatan pembangunan agribisnis selama ini dilakukan sangat 

sentralistik. Proses. perencanaan pembangunan agribisnis dilakukan terpusat 

dan top down, kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan lebih menggunakan 

saluran formallembaga pemerintah sebagai saluran prog'ram pembangunan. 

Kebijakan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, telah 

mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan, antara lain: 

1. Teknologi 

Teknologi yang relatif telah berkembang sampai saat ini adalah teknologi 

budidaya lerutama di sub sektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan 
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· .. komersial. S~mentara teknologi budidaya tanaman hortikultura, peternak<im dan 

pakan ternak, mutu d(3n penanganan benih, penang'an pasca panen. dan 

pengolahan masih belum berkembang denga·n baik:. Berdasarkan tingkat 
. . - .·· . ' - . . 

·· penerapan teknologi dqn tingkat komersialisasi usahanya, . petani bisa 

dikelompokkqn menjadi petani subsisten, petani semi . komersial· dan. petani 

• komersial. Dengan demikjan penerapan teknologi dan pengembangan usa~a 
· harus sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dengan kata lain,·pendekatan 

dalain komunikasi teknologi pertanian perlu mempertimbangkan aspek lokalita . 

untuk meningkatkan efektivitas, ·efisiensi dan kecepatan prosesnya. 

Memasuki era pasar · be bas komoditas-kom·oditas pertanian yang akan 

' berkembang terutama adalah komoditas yang sesuai dengan permintaan pasar 

. baik domestik maupun intenasional. :Dengan demikian teknologi pertanian yang 

.diperlukan adalqh teknqlogi untuk mendukung pengembangan .komoditas yang 

berorientasi pasar. Untuk itu perlu dikembangkan Net Working antara penghasil 

· . teknologi dengan pemakaL 
' ' 

, 2. . Sistem Pelayanan . 

Perkembangan sistem pelayanan bagi petani dan.wsaha agribisnis off farm 

· seperti pelayanan penyediaan modal usaha (kredit) dan penyuluhan pertanian 

mengalami stagriasi yang cukup serius. 

Perubahan pelayanan kredit clari bank penyalur menjadi bank pelaksana 

sangat mempengaruhi f<etersediaan· kredit bagi petani, sementara rt'Toqel 

pelayanan alternatif belum berkembang. Masyarakat pedesaan tidak dapat 

mengakses modal yang· disediakan .. lembaga keuangan fo~rnal, tetapi di lain 

. pihak penyedia jasa keuangan informal dengan bung a c~kup tinmli tetap .tumbuh 

subur. · Dengan demikian potensi pasar modal di pedesaan sesungguhnya tidak 

kecil,. hanya saja bel Lim dapat dimanfaatkan oleh lembag9 keuangan formal 

dengan baik. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya dukurigan modal yang 
~ . . . - . 

berasal dari lembaga keuangan formal adalah KUT/KKP. 
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.Ketidakmampuan masyarakat pedes9an mengakses permodalan dari 

lembaga keuangan formal selama ini disebabkan beberapa hal. Pertama, 

keberadaan lembaga keuangan formal di pedesaan masjh sangat terbatas. 

Kedua, prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga 

keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat pedesaan. Ketiga, 

dengan branch banking system, alokasi kredit untuk agribisnis cenderung kecil, 

karena perencanaan skim kredit ditenfukan oleh bank pusat dan dengan 

menggunakan standar sektor non-agribisnis. Dengan branch banking system, 

perbankan selama ini bukan saja kurang mendukung ekonomi daerah khususnya 

pertanian, bahkan cenderung menghisap modal (capital drain) dari daerah 

pedesaan. 

Pelayanan penyuluhan mengalami degradasi yang sangat besar, baik dari 

segi jumlah penyuluh, perlengkapan, pengetahuan, materi penyuluhan dan 

manajemen penyuluhan. Penyuluh pertanian· akan berkurang dalam jumlah 

cukup banyak karena banyak yang akan menghadapi pensiun, sementara materi 

penyuluhan belum mengalami perubahan sejak masa Bimas yang lalu, yang bias 

kepada on farm dan teknis budidaya. Pelayanan informasi teknologi dan pasar 

juga terkendala oleh sarana dan prasarana, dan struktur pasar yang cenderung 

. oligopsoni. . 

3. Kelembagaan dan Organisasi Petanl 

Kelembagaan petani pad a umumnya lemah, tidak mampu berperan dalam . . 
meningkatkan posisi tawar petani. Petani adalah kelompok mayoritas yan~{tidak 
mempunyai kekuatan untuk menyuarakan kepentingan mereka sendiri secara 

politis maupun ekonomis. Kelompok usaha, koperasi, asosiasi, maupun bentuk 

organisasi lain seperti HKTI dan · KTNA tidak mempunyai kekuatan · untuk 

melindungi kepentingan petani. 

Melihat sejumlah permasalahan tersebut dapat dipastikan bahwa 

pembangunan pertanian tidaklah sederhana. Diperlukan kebijakan menyeluruh 

dari berbagai aspek dan tahapan-tahapan panjang agar pertanian berkembang 

menjadi usaha komersial yang memberikan keuntungan layak bagi petani. 
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·4; Asp~k:Hukum dan Kepastian Usaha 

Benturari antara hukum"formal dan hukum adat sert? tidak sinkronnya 

aturan antaF ciepartemen: dan antara pusat dengan daerah telah mengakibatkim 

l(urangnya kepastian usaha. Pengusaha cenderung dihadapkan pada strategi -

-l:)isnis jangka- pendek sehingga _ kebe_rlanjutan ~usaha, perencanaan jangka 

panjang dan kerjasama ·kemitraan sulit untuk diwujudkan. 

Semef')tara · itu rendahnya kualitas· sumberdaya manusia merupakan 

kendala yang cukup signifikan dalam pembarigunan agribisnis.- Pertanian 

Indonesia yarig berbasis pedesaan. 'melibatkan sumberdaya ·_ man usia yang 
- ' -

s·angat besar, dengan tingkat kemampucm yang 'terbatas, terutama dalam hal 

. mariajem~n. dan orienta$i komersial dan -bisriis )angka panjang. Berdasarkan 

tingkat pendidikan, 48,4 persen tenaga ~erja di sektor pertania-n tidak pernati 

sekolah atau tidak· tamat sekolah dasar, 40,5 persen menamatkan sekolah 

dasar, dan hanya 11 J 1 persen yang menamatkan sekolah menengah ke· atas. 

Al(an·tetapi yang sangat menentukan adalah belum terciptanya-wawasan para. 

pelaku baik petani dan usaha kecil; maupun 1usaha skala besardan multinas_ional 

untuk merencanakan bisnis .jangka panjang dalam keri::mgka kerjasama. yang 

saling m.enguntungkan. 
- . . . . . 

P~da saat yarig· sama, penibarigunan agribisnis juga dihadapkan kepada 

terjadinya pef1urunan s4mberdaya pertanian terutama sumberdaya lah<im dan air, 

baik kuantitas maapun kualitas. Dalam periode tahun 1983-1993 luas lahan 

pertanian menurun dari -16,7 juta hektar menjadi 15,6 juta hektar. Penur'l.inan 

tersebut terutama terjadi di Jawa, yang memp~nyai implikasi serius dalam 

- produksi komoditas pangan terutama beras karena pangs~ pulau Jawa dalam 

produksi beras nasional mencapai 56 persen. Konversi lahc!m juga diikuti oleh 

penurunan kualitas lahan dan air akibat pola pemarifaatan lahan dan 

. perkem~angan ·sektor - non-pertanian -yang kllrang memperhatikan aspek -

lirigkungan. · 1 

Sejalan pula dengan proses alih fungsi lahan, skala usaha pertanian juga 

terus meriurun. Jumlah pet'ani gurem (pemilikan lahan < 1 ha) dan petani yang 
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tidak mempunyai lahan meningkat. Sensus pertanian tahun 1983 dan 1993 · 

menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan lahan menyempit dar! 0,58 Ha 

menjadi 0,41 Ha di Jawa, dan dari 1,58 Ha menjadi 0.83 Ha di luar Jawa. 

2.3. Tantangan 

Tartangan pembangunan agribisnis kedepan berkaitan dengan dinamika 

lingkungan strategis domestik dan lin~kungan internasional. 

1. Lingkungan Domestik 

Reformasi pembangunan yang mengarah kepada tuntutan tr.ansparansi, 

demokratisasi, partisipasi, otonomi daerah dat! good governance; menuntut 

terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembarigunan nasional termasuk 

pembangunan agribisnis. 

Pembangunan agribisnis kedepan diarahkan kepada peningkatan sebesar 

besarnya peran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah yang sebelumnya 

. berperan sebagai perencana dan pelaksana harus berubah menjadi sebagai 

fasilitator, stimulator dan promotor pembangunan agribisnis. Pelaksana 

pembangunan agribisnis adalah masyarakat, dengan demikian perencanaan, 

pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan agribisnis dilakukan oleh 

masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan pertanian, 

perlu ditingkatkan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku usaha 

agribisnis baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Sejalan derigan penerapan otonomi daerah, wewenang pembangunan 

berada di daerah otonom kabupaten/kota dan pemerintah pusat harus 

memampukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis. · 

2. Lingkungan lnternasional 

Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional (GATT/WTO) 

dan regional (APEC, AFTA, MEE, NAFTA) serta. blok-blok lainnya, maka pasar di 

dalam negeri terintegrasi kuat dengan pasar regional/internasional dan 

memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi 
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serta.m~nghapus segala proteksi dan subsidL f(ondisi ini merupakan tantangan 

seka!igus peluang dalam pembangunan agribisnis kedepan. 

Beberapa implikasidari dinamika lingkung~m internasional ters13but, adalah: 

(i) Setiap negara harus meningkatkan daya saing produknya age3r dapat 
. . . 

berperan .dalam perdagangan dunia, (ii) Dengan terbukanya informasi yang 

didorong oleh revolusi transportasi dan telekomunikasi menyebabkan kebijakan 

. yang . bersif~t . distorsi seperti kebijakan stabilisasi harga . semakin sulit 

· dilaksam:ikan ·pemerintari, karena dinamika harga internasiorial akan secara 

~epat langsung· mempeng~ruhi kebijak~n dalam negeri, (iii) Globalisasi akan 

, mempengaruhi pol a konsumsi masyarakat dalam hal . keragaman, mutu dan 

keamallan produk pangan. Permintaan akan berubah dari komoditi ke produk 

dengan memperhatikan aspek ke?manan dan kesehatan produk, (iv) 

Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan telah mempengaruhi 

pasar produk pertanian, sehingga proses produksi pertanian harus didasarkan 
. . . . ' . 

pada . kaidah-kaidah konservasi sumberdaya alam, dan (v) Peningkatan 

. kepedulian juga terjadi pad a aspek hak asasi manusia (HAM) dan gender serta 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan merek dagang. 
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Ill. VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN 

3.1. Visi Pembangunan Pertanian 

Visi pembangunan pertanian dirumuskan sebagai: 

Terwujudnya masyarakat · yang sejahtera khususnya petani inelalui 

pembangunan sistem agribisnis dan usaha usaha agribisnis yang berdaya saing, 

berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis. 

Pembangunan sistem agribisnis merupakan. pembangunan yang 

mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian (dalam arti !Lias) dengan 

pembangunan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster · industri (industrial 

cluster) yang mencakup lima subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu, 

swbsistem usahatani/ternak, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan 

sub sistem jasa. Sebagai suatu sistem, kelima subsistem agribisnis beserta 

usaha-usaha di dalamnya harus berkembang secara simultan dan harmonis 

(Gambar 1). 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan 

dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam 

kaitan ini, pembangunan sistem dan usaha · agribisnis diarahkan untuk 

mendayagunakan keunggulan komparatif (comparative advantage) Indonesia 

menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage). 

Pelaku utama agribisnis adalah petani dan dunia usaha meliputi usaha 

rumah-tangga, usaha kelompok, koperasi, usaha menengah, maupun usaha 

besar. Pelakll agribisnis tersebut merancang, merekayasa dan melakukan 

kegiatan agribisnis · itu sendiri mulai dari identifikasi pasar yang kemudian 

diterjemahkan kedalam proses produksi. Pengembangan perusahaan agribisnis 

diterjemahkan sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas manajemen, dan 

kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri, dan memanfaatkan 
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· pejuang .· pasar, Pemerirtah berkewajiban memberikan. fasilitas dan· mendorong 

berkempangnya usaha usaha agribishis terse but.··· 
• •• • • t , 

G.ambar 1: Lingkup Pembangunan Sistem Agribisnis 

· Sub-Sistem . 
A ribisnis. 

Hulu· 

lndustri 
.· perb_enihanl·. 
pembibitan 
tanamanr 
hewan, 

. lndustri agro-
kimia, · 
lndustri agro­
otom6tif 

Sub sistem 
Usahatani 

Usaha 
tananian 
pangan dan 
horti-kultura, 
!Jsaha 
tanaman 
Perkebunari, 
Usaha 
peternakan 

.Sub sistem 
Pen olahan 

lndustri 
makanan, 
lndustri 
minuman, _ 

· lndustri rokok, 
lndustri. barang 
serat alam,· 
lndustri 
biofarmaka, 
lndustri 
agrowisata dan 
estetika 

Su!>-Sistem Jasa 

• Perkreditan dan Asuransi 
• Penelitian da11 pengembangan 
• Pendidikan dan penyuluhan 
• Transportasi dan p~rgudangan 
• Kebijaksanaan pemerintah (mikro ekonomi, 

tata ruang, makro ekonomi) 
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Sub Sistem. 
Pe·masaran · 

Distribusi, 
Promosi, 

, lnformasi 
Pasar, 
lntelijen Pasar, 
Kebijakan 

perdagangan, 
· Struktur Pasar 

13 



Sistem dan usaha usaha agribisnis yang dikembangkan harus · 

berdayasaing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis yang dicirikan: 

Berdaya Saing dicirikan antara jain berorientasi pasar, meningkatnya 

pangsa pasar khususnya pasar lnternasional dan mengandalkan produktivitas 

dan nilai tambah melalui pemanfaqtan modal (capital-dtiven),· pemanfaatan 

teknologi (innovation-driven) serta kreativitas sumberdaya manusia terdidik (skill­

driven) dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga 

kerja tak terdidik (factor-driven). 

Berkerakyatan, dicirikan antara lain dengan mendayagunakan 

sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai rakyat banyak, menjadikan organisasi 

ekonomi dan jaringan organisasi ekonomi rakyat banyak mejadi pelaku utama 

pembangunan agribisnis sehingga nilai tambah yarig tercipta dinikmati secara 

nyata oleh rakyat banyak. 

Berkelanjutan, dicirikan antara lain memiliki kemampuan merespon · 

perubahan pasar yang cepat dan effisien, berorientasi kepentingan jangka 

panjang, inovasi teknologi yang terus menerus, menggunakan teknologi ramah 

lingkungar dan mengupayakan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan 

hidup. 

Desentralistis .. dicirikan antara lain oleh berbasis pada pendayagunaan 

keragaman · sumberdaya lokal, berkembangnya pelaku ekonomi lokaJ, 

memampukan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pembangu"nan 

agribisnis dan meningkatnya bagian nilai tambah yang dinikmati rakyatlokal. 

3.2. Misi Pembangunan Pertanian 

Misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan 

pertanian adalah membangun suatu sistem dan us.aha-usaha agribisnis yang 

mencakup sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usahatani, sub sistem 

pengolahan, sub sistem pemasaran dan sub sistem jasa penunjang. 
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Sesuai dengan Kondisi awal, kendala pokok dan indikator keberhasilan 

yang ingin dicapai (Tabel 1 ), maka misi pembangunan pertanian dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Mengorkestrakan kebijakan agar pembangunan setiap sub-sistem 

agribisnis dapat berkembanQ secara kuat d~n harmonis. 

2. Memfasilitasi dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis dari 

berbagai tingkatqn skala usaha (usaha mikro rumahtahgga, UKM dan 

besar) baik on farm maupun off farm (budidaya, pengolahan dan 

pemasaran) dan rriendorong berkembangnya kerjasama kemitraan bisnis 

antar usaha dalam konsep saling menguntungkan. 

3. ME!mfasilitasi dan mendorong perkembangan industri hulu (pembibitan/ 

perbenihan, industri agro-kimia, industri agro-otomotif). 

4. Memfasilitasi dan mendorong pembangunan infrastruktur pertanian/ 

agribisnis yang diperlukan agar memberikan iklim kondusif bagi investasi di 

bidang agribisnis. 

5. Mempromosikan pendayagunaan keragaman sumberdaya alam dan hayati 

secara optimal dan berkelanjutan. 

6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik aparat pemerintah, 

maupun pelaku agribisnis khususnya petani. 

7. Mempromosikan tumbuh-kembangnya organisasi ekonomi petani qan _,. 

jaringan usahanya pada industri hulu dan hilir pertanian. 

8. Mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan 

baik pada industri hulu, usaha tani, usaha perkebunan, usaha peternakan 

maupun industri hilir pertanian/peternakan/perkebunan. 
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Tabell: Penjabaran Visi dan Kegiatan Pokok Pembangunan Sistem Agribisnis 

Sasaran lndikator · Kondisi awal Kendala pokok 
Kegiatan pokok 

(Visi) Keberhasilan 

Sistem • Keterkaitan dan • Antar sub sistem • Pembangunan • Pengembangan 
Agribisnis sinkronisasi agribisnis tersekat- agribisnis forum koordinasi 

kegiatan antar sekat dikelola oleh a nta r sektor 
subsektor • Antar sub sektor . banyak sektor • Perumusan 

• Perkembangan tidak terkaitlsinkron • Sektor di luar kebijakan yang 
yang seimbang • Distribusi profit pertanian seimbang antar 
dan simultan antar marjin antar kurang sektor dan 
subsektor subsektor dan sub mendukung subsistem 

• Distribusi profit sistem tidak adil pengembangan . Pengembangan 
marjin yang .adil · agribisnis kelembagaan 
antar subsektor . • Sistem pasar pemasaran yang 
dan sub sistem yang distortif transparan 

Perusahaan • Bertambahnya unit • Jumlah unit usaha • Kurang • Meningkatkan 
Agribisnis ·usaha agribisnis agribisnis sedikit dukungan promosi 

• Meningkatn~a . Kualitas manajemen kebijakan • Mengembangkan 
kualitas I usaha rendah pengembangan sistem informasi 
manajemen usaha . Volume usaha agribisnis peluang investasi 

• Meningkatnya rendah dan tidak (moneter, riil, • Mengembangkan 
volume usaha kontinyu sektoral) fasilitas pendukung 

• Meningkatnya • Kemandirian usaha • lklim usaha dalam lnfrastruktur, 

kemandirian usaha kurang agribisnis Permodalan, dan 
kurang kondusif lnformasi 

• Kebijakan fiskal 
dan moneter yang 
memihak 

Berdaya • Meningkatnya • Sebagian usaha • Skala usaha • Peningkatan 
Saing efisiensi teknis dan inefisien terlalu kecil produksi 

ekonomis usaha • Mutu produk rendah • Teknologi (ektensifikasi dan 

• Meningkatnya • Tidak mampu konvensional · intensifikasiY 
mutu produk bersaing di pasar • Penguasaan • Pengembangan 

• Meningkatnya global pasar lemah teknologi bi\)logis 
pelayanan dan budidaya 

terhadap • Peningkatan mutu 
pelanggan produk 

• Turunnya biaya • Pengembangan 
produksi teknologi tiemat . Meningkatnya input 
kepercayaan pasar . Pengembangan 

teknologi ramah 
lingkungan 

• Meningkatkan 
promosi 
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Berkerakyatan . Berkembangnya . Peran UKM dan • Kurang . Pengembangan 
UKM dan Koperasi Koperasi kecil dukungan UKM dan koperasi 

• Mempunyai • Usaha agribisnis dalam . Pengembangan 
dampak ganda lebih banyak di pengembangan jiwa wirausaha di 
yang besar perkotaan UKM dan bidang agribisnis . Meningkatnya . Keterampilan/kewira koperasi · . Perlindungan 
lapangan kerja dan swastaan UKM dan • Keterbatasan UKM dan koperasi 
pendapatan bagi. koperasi rendah infrastruktur melalui 
mayoritas agribisnis di mekanisme pasar 
masyarakat pedesaan yang adil . Berkembangnya . Pengembangan 
ekonomi pedesaan kualitas SDM . Meningkatkan 

kemandirian 
usaha . Pengembangan 
infrastruktur di 
pedesaan 

Berkelanjutan . Perusahaan . Usaha agribisnis • Dukungan • Pengembangan 
agribisnis terus bersifat peka kebijakan struktur pasar 
berkembang dan terhadap kurang dan yang transparan 
meningkat volume goncangan cenderung tidak dan adil 
dan nilai . Belum konsisten • Peningkatan 
tambahnya memperhatikan • Struktur pasar kualitas produk . Perusahaan kelestarian kurang • Penerapan 
agribisnis mampu lingkungan transparan teknologi produksi 
mengantisipasi . Belum berorientasi • Tidak ada ramah lingkungan 
perubahan pasar sistem insentif • Peningkatan 
permintaan dalam sistem insentif . Meningkatnya penerapan untuk 
kapasitas teknologr ramah mengembangkan 
sumberdaya dan lingkungan teknologi ramah 
kelestarian • Tidak lingkungan 
sumberdaya alam berdasarkan 

• Kualitas potensi 
lingkungan hidup sumberdaya 
meningkat lokal 

Desentralistis . Dilaksanakannya . Aspirasi masyarakat • Perencanaan • Perencanaan 
UU No 22 dan cenderung belum pembangunan bottom-up _ ' 
PP25 terakomodir agribisnis • Pelaksanaan 

• Pembangunan • Penciptaan bersifat top- kegiatan di daerah 
agribisnis sesuai kemandirian usaha down • Pelaksanaan oleh 
dengan kondisi kurang • Kebijakan pelaku agribisnis 
sumberdaya dan • Sumberdaya lokal pembangunan • Pengembangan 
aspirasi . Partisipasi agribisnis pol a 
masyarakat masyarakat masih bersifat foot- pembangunan 
setempat rendah loose untuk . Tetap meningkatkan 
mengamankan kemandirian 
kepentingan 
nasional 

• Optimalisasi 
pemanfaatan 
sumberdaya 
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- 3.3. Tujuan Pembangunan Pertanian 

Tujuan Pembangunari Pertanian adalah: 

1. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan 
' 

sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis, 

2. Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman 

sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal di 

setiap daerah, 

3. Meningkatkan daya saing produk pertanian dan ekspor hasil pertanian 

4. Mengembangkan aktivitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan 

sistem agribisnis dan perusahaan-perusahaan agribisnis yang berdaya 

saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir. 

5. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil 

melalui pengembangan sistem agribisnis, 

3.4. Strategi Dasar 

Strategi dasar 9alam pembangunan agribisnis adalah sebagai berikut: 

1. Promosi pendalaman dan perluasan struktur sistem agribisnis (melalui 
pengembangan cluster industry) dalam rangka transformasi sistem 
agribisnis dari factor-driven kepada capital-driven kemudian kepada 
innovation-driven berdasarkan keunggulan komparatif setiap daerah d<=!n 

permintaan pasar. 

2. Memfasilitasi perkembangan sistem dan usaha agribisnis melalui 
pembanguan dan aksesibilitas prasarana dan sarana yang diperlukan. 

3. Pemberdayaan usaha rumah tangga (petani), usaha kecil-menengah dan 
koperasi beserta jaringan usahanya agar mampu menjadi pelaku utama 
modernisasi sistem dan usaha usaha agribisnis yang berdaya saing, 
berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. 

4. Pengembangan ekonomi, kerjasama internasional, kelembagaan dan 
perundang-undangan untuk menciptakan iklim dan kepastian berusaha 
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I yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya kreativitas rakyat dalam 

pembangunan sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis. 

5. ReposisL peran penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan 
teknologi untuk meningkatkan produktivitas semua sub-sistem agribisnis. 

6. 

7. 

Reposisi· peran sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam 
merekayasa sistem pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan yang 

' berwawasan agribisnis. 

Pemahaman ulang (reeducation) tentang konsep agribisnis terhadap 
aparat pemerintah dan· masyarakat umum, dan ·· pemberdayaan 
kemampuan aparc;~t pemerintah dan kemampuan team work agar mampu 
menjadi fasilitator, mediator, dan promotor pembangunan sistem agribisnis 
dan perusahaan agribisnis. 

8. PenguatEm koordinasi baik dalam lingkup Departemen Pertanian maupun 
luar Departemen Pertanian untuk menciptakan suatu harmoni 
pembangunan. Keharmonisan dengan Departemen lain dibutuhkan, 
karena sebagian komponer) pembangunan agribisnis (khususnya di hulu 
dan di hilir) berada di bawah wewenang Depari:emen lain. Koordinasi yang 
harmon is juga diperlukan antar pusat dan daerah (propinsi dan kabupaten) 
sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22, 1999. 

9. . Menjadikan kabupaten sesuai dengan keunggulannya sebagai unit 
perencanaan dan awal perencanaan pembangunan pertanian sec,ara 
nasional. Apabila suatu sistem agribisnis. dapat diterapkan secarcf utuh 
dalam satu kabupaten/kota, maka tanggung jawab pembangunan sistem 
agribisnis tersebut dapat sepenuhnya diserahkan pada kabupaten. Apabila 
kondisi sistem agribisnis tersebut melibatkari berbagai kabupaten/kota, 
maka perencanaannya dikoordinasikan oleh tingkat propinsi. Demikian 
pula bila melibatkan berbagai propinsi, perencanaannya sebaiknya 
dikoordinasikan oleh tingkat nasional. 
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IV. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 

4.1. Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2001-2004 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 memberikan butir­

butir kebijakan umum yang sekaligus merupakan acuan dalam menentukan 

langkah-langkah pembangurian sektor pertanian yaitu: 

1. . Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada 

mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan 

sosial, kualitas hidup, pempangunan berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha 

dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil 

bagi seluruh masyarakat. 

2. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan 

pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu 

mekariisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif 

yang dilakukan secara transparan. 

3.. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan 

teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasark~n 

keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai 

kompetensi dan produk unggulan disetiap daerah, terutama pertanian 

dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta 

industri kecil dan kerajinan rakyat. 

4. Mengembangkan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka 

meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang 

sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan 

seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis 
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keunggulan "sumber:daya . al(3'm . dan . sumberdaya: mi:musia ., dengan 

menghapus segala be~tuk perlakuan diskriminasi dan· h<:unbata~ ·. · 

· 5. Mernber~ayakan per~gu~aha ~ecil; rnellE:lngah, d~n koperasi agar lebih. 

efisien, pr.oduktif dan berdaya. saing dengan menciptakan iklim berusah~ 
. " yang' kondusif dan~peluang usaha yang seluas-luasnya. Efantuan fasilitas 

dari negara diberikan secara s~lektifterutaf)1a dalam bentuk·perliridungan 

dari persai~gan yqng tidak sehgt,· pendidikan dan. pelatihan, informasi 

bisnis dah tekriologi;· permodalan dan lokasi berusaha. . 

. 6. Mengembangkan hubungan ·kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha 

yang saling menunjang dan menguntLingkan· antara koperasi, swasta dan 

Badan Usaha Milik· Negara serta antara usaha besar, nienengah dan kecil 

dalam r:a.ngka memperkuat struktur ekonomi· nasional. · · 
- - . . . 

· . 7.· Mengembangkan s.istem ketahanan pangan · yang berbasis pada 

kerflgaman s~mberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal 

·dalam rarJgkamenjamin tersediahya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan 

mutu yang c dibutuhkan papa tlngkat harga yang terji:mgkau dengan 

· memperhatikan peningkatah . pendapatan c petani dan · nelayan serta 

. peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang. 
. ' . . ·. ' . . -. . . . . 

8. · .. Meningkatkan penguasaan, .. pengembangan d~m ·. pemanfaatan ilmu 

..• pengetahuari dan te'knologi termasuk bangsa sehdiri .dalam dunia usa~a .. 

· termasuk usaha k~cil', · menengah dan koperasi gun a meningkatkan ·daya 
. ' 

saing produk yang berbasis sutnberdaya lokal. · 

e·.. Mempercepat . · penyelamatan· c ·.dan pemulihan ekonomi guna 
•. membangkitkan sektor rill terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan 

koperasi mela.lui upaya pengendalian laju inflasi,. stabilisasi kurs rupiah 

. pa~a tingkat yang r~alistis dan ~uk~ bunga yang w~jar serta didukung oleh 

· tersedianya likuiditas sesuai·kebl..ltuhan. 
• . '"'!; 

·' 
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10. . Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan 

memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan 

penataan ruang baik fisik, maupun sosial sehingga terjadi pemerataan 

pertumbuhan ekdnomi sejalan dengan pelaksanaan otonom.i daerah. 

11. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat te'rutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, 

pembangunan sistem . agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, 

pengembangan keiembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan 

sumberdaya alam. 

12. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada 

daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam secara selektif 

dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap 

terjaga yang diatur undang-undang. 

Keseluruhan arahan dari GBHN 1999-2004 tersebut merupakan satu 

kesatuan yang holistik dalam memberi bentuk dan arah pembangunan. Sesuai 

dengan mandat Departemen Pertanian yakni mengelola pendayagunaan 

sumberdaya agraris melalui proses pembangunan, keseluruhan arahan tersebut 

akan dioperasionalisasikan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. 

Dalam rangka memenuhi amanat GBHN tersebut, pemerintah telah 

merumuskan UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

. (Propenas). Secara garis besar . Propenas memuat 5 agenda pokok 

pembangunan yang mencakup: 

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan 

persatuan dan kesatuan; 

2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih; 

3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan 

pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan; 
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4. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya; dan 

5.· .. Meningkatkan pembangunan daerah. 

Dalam upaya menajamkan program pemulihan ekonomi; tim ekonomi 

·Kabinet Pembangunan telah mencanangk~m sepuluh . Program Percepatan 

Pemulihan Ekonomi, yaitu: 

. ' 
1. Menciptakan stabilitas ,sektor finansial; 

2. Memacu peningkatan ekspor; 

3. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan; 

4. Percepatan restrukturisasi perbankan dan dunia usaha; 

5. Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi · ketimbang 

pemulihan ekonomi berlandaskan pinjaman; 

6. Privatisasi bernilai tambah; 

7. Melaksanakan desentralisasi ekonomi; 

8. Memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara berkelanjutan; 

9. Memacu pengembangan usaha skala mikro, kecil dan menengah; 

10. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di perqesaan untuk memperkuat 

stabilitas politik. 

4.2. Kebijakan Pembangunan Pertanian 

Grand Strategy per'nbangunan pertanian· antara lain telah menetapkan 

Kebijakan Pokok Pemban!Junan Pertanian, yaitu: 

1. Kebijakan Makro 

Kebijakan makro yang dimaksudkan di sini adalah upaya menciptak~n iklim 
ekonomi yang · kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis. 

Kebijakan dilakUkan melalui instrumen makro ekonomi, baik moneter maupun 

fiskal. 
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a. Kebijakan Moneter 

lnstrumen moneter seperti suku bunga, uang beredar dan nilai tuka·r dapat 

dijadikan alat kebijakan dalam merangsang berkembangnya .sistem dan usaha 

agribisnis. Dengan menetapkan suku bunga yang relatif rendah serta perlakuan 

kredit khusus bagi investasi dan atau modal kerja unit usaha yang bergerak 

dalam bidang agribisnis, maka pertumbuhan unit usaha sektor agribinis 

diharapkan makin cepat. 

b. Kebijakan Fiskal 

Dua instrumen penting kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah 

adalah alokasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan ·dan perlakuan 

pajak. Kebijakan penerapan pajak dalam rangka perolehan dana pembangunan 

harus dilakukan secara bijak agar mampu merangsang dunia usaha yang 

· bergerak dalam sektor agribisnis. Demikian pula pembelanjaan anggaran 

pembangunan (investasi pemerintah) harus memberikan bobot yang l~bih besar 

terhadap pembangunan sektor riil y~ng terkait langsung dengan pembangunan 

sistem dan usaha agribisnis. 

Selain investasi pemerintah, masih ada investasi lain yang dapat 

berpengaruh terhadap sistem dan usaha agribisnis. lnvestasi yang dimaksud 

mencakup investasi swasta domestik (PMDN) dan investasi swasta asing (PMA). 

lnvestasi PMA dan PMDN memang tidak dapat sepenuhnya diatur ole[l 

pemerintah karena tergantung pengusaha itu sendiri. Namun pemerintah dapat 
/ 

mempengaruhi keputusan investasi swasta melalui pengalokasian investasi 

pemerintah pada agribisnis dan bentuk-bentuk promosi yang lain. 

2. Kebijakan Pengembangan lndustri 

Kebijakan pembangunan sektor industri seyogyanya lebih ditujukan untuk 

menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung kegiatan sistem agribisnis 

dan usaha-usaha agribinis, khususnya untuk memperkuat bagian hulu dan hilir 

dari sistem agribinis. Dalam kaitan ini, pembangunan sektor industri harus lebih 

diarahkan untuk pengembangan agro-industri yang menunjang pengembangan 
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komoditas · pertanian andalan · utama . sebagian besar petani dan mampu 

. memenuhi standar mutu permintaan · pasar .. Kebijakan untuk memfokuskan 

pilihan pembangunan sektor industri terhadap agro-industri merupakan kebijakan 

rilendasar yang membutuhkan · kearifan · dari para penentu kebijakan demi. 

sinkronisasi pembangunan .secara nasional. 

3. Kebijakan Perdagangan/Pemasaran dan Kerjasama lnternasional 

Perdagangan/pemasaran komoditas agribisnis biasanya sudah merupakan 

kegiatanyang terintegrasi dengan industri pengolahan (agro-industri). Tetapi ada 

kecenderungan pandangan yang demikian menjadikan kegiatan 

perdagangan/pemasaran hanya merupakan bagian lanjutan kegiatan setelah 

produk dihasilkan. Padahal kegiatan perdagangan/pemasaran memiliki banyak 

fungsi selain fungsi menjual barang. Fungsi informasi mengenai spesifikasi dan 

jumlah produk yang diminta konsumen, harga dan kecenderungan perubahan · 

jenis serta selera konsumen merupakan beberapa contoh fungsi pemasaran 

yang informasinya dibutuhkan dalam . pengemt:iangan sistem dan usaha 

agribisnis. Mengingat hingga saat ini masih banyak dijumpai adanya berbagai 

kelemahan dan distorsi dalam perdagangan/pemasaran di dalam negeri, maka 

diperlukan berbagai kebijaksanaan yang dapat mengefektifk,an fungsi-fungsi 

perdagangan/pemasaran untuk memperlancar arus barang dan jasa. Mekanisme 
transparansi pembentukan harga (price discovery) merupakan salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. 

Bentuk-bentuk pasar seperti bursa komoditi dan pasar lelang merupakan bE;mtuk · 

pasar yang perlu dikembangkan. Sudah tentu peningkatan kemampuan · nilai 

tukar petani harus menjadi priotitas perhatian dalam kebijakan perdagangan ini. 

4. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur 

Keberadaan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha 
,' . . 

agribisnis yang sudah ada, tapi juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru 

yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usah,a agribisnis. 

Pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan publik akan lebih 

Program Pembangunan Pertanian 2001-2004 25 



efektif apabila: (a) sesuai dengan kebutuhan/kepentingan publik, (b) mampu 

menun)ang pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat banyak, dan (c) 

· mampu merangsang tumbuhnya usaha-usaha atau investasi baru yang dapat 

memacu perkembangan ekonomi wilayah. Dalam . kaitannya dengan 

pembangunan sistem dan usaha · agribisnis, maka kebijakan pembangunan 

infrastruktur perlu diarahkan pada infrastruktur yang dibutuhkan oleh banyak 

pelaku agribisnis dan mampu merangsang para investor untuk melakukan usaha 

agribisnis. lnfrasruktur seperti sarana pengairan dan drainase, jalan, listrik, farm 

road, pelabuhan · (khususnya pelabuhan-pelabuhan ekspor baru di wilayah timur 

Indonesia), transportasi dan telekomunikasi merupakan prasarana yang sangat 

dibutuhkan dalam pembarigunan sistem dan usaha agribisnis. 

5. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan 

· Dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, hal yang perlu 

dikembangkan bukan sekedar unit-unit usaha fisik yang tidak berkelanjutan, 

tetapi unit-unit usaha yang mampu berkembang karena memang dibutuhkan 

sebagai bagian dari keberiEmgsungan sistem dan usaha agribisnis. Dengan kata 

lain, berbagai fl.mgsi atau usaha yang bersifat melembaga perlu diupayakan 

melalui berbagai kebijakan, antara lain: 

a. Pengembangan Lembaga Keuangan 

Kebutuhan permodalan dalam sistem dari usaha agribisnis akan selafu 

berlangsung sesuai perkembangan usaha. Kebijakan penyediaan modal (t:redit 

program) yang sifatnya langsur)g berupa bantuan modal saja dapat 

menyebabkan ketergantungan para pelaku agribisnis terhadap· uluran tangan 

pemerintah. Oleh karena itu fokus kebijakan memdatang perlu lebih ditujukan 

untuk pengembangan lembaga keuangari untuk menjadi sumber permodalan 

bagi usaha-u?aha agribisnis. Khusus bagi petani sebagai pelaku agribisnis perlu 

diupayakan penyediaan kredit dengan prosedur sederhana, suku bunga kondusif 

serta sistem agunan yang dapat dipenuhi petani. 
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Untukmendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, perbankan 

perlu ~engembangkan skim-skim perkreditan Uenis, besaran dan persyaratan) 

yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis dalam arti sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan agribisnis. Oleh karena · itu diperlukan kebijakan untuk 

mengarahkan, sistem perbankan ke daerah dengan mengembangkan unit 

banking system sebagai pengganti branch-banking system yang ada saat ini. 

b. Pengembangan Fungsi Penelitian Dan Pengembangan 

Dengan bergesernya peranan pemerintah dalam proses pembanguhan di 

mas a mendatang,. fungsi pemerintah dalam menghasilkan teknologi dan 

berbagai model kelembagaan sistem agribisnis akan semakin strategis dalam 

pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Saat ini memang fungsi penelitian 

tersebut didominasi oleh lembaga-lembaga penelitian pemerintah. Namun di 

masa depan, dengan terbatasnya sumberdaya penelitian yang dimiliki 

pemerintah, keterlibatan penelitian oleh pihak swasta, organisasi profesi, LSM 

dan organisasi petani sangat dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai 

kebijakan yang dapat merangsang keterlibatan pihak non-pemerintah dalam 

melakukan penelitiari dan pengembangan yang menunjang pembangunan 

sistem dan usaha agribisnis. Khusus untuk teknologi yang ditujukan untuk 

diadopsi oleh petani; maka proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian 
partisipatif harus dijadikan strategi dalam menghasilkan teknologi yang sesuai 

kebutuhan petani. 

Pendalaman struktur industri agribisnis harus didukung oleh kebijakan 

· pengembangan teknologL Untuk mendukung pendalaman struktur industri 

agribisnis, pengembangan bioteknologi perlu dijadikan salah satu alterriatif. 

Bioteknologi sangat luas penerapannya dalam pernbangunan agribisnis yakni 

dibutuhkan · pada pengembangan industri pembenihan/pembibitan, . industri 

farmasi, industri makanari/minuman, industri pengolahan limbah biologis, dan 

lain-lain. Selain itu pengembangan teknologi agro-otomotif dan teknologi agro­

kimia juga sangat penting. bengan kata lain, untuk mengembangkan agribisnis 

paling sedikit ketiga aspek!bidang teknologi tersebut yakni bioteknologi, teknologi 
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agro-otomotif (mekanika),. teknologi agro-kimia (kimiawi) perlu memperoleh 

prioritas utama. 

c. Pengembangan SDM 

Pengembangan sumberdaya mqnusia (SDM) merupakan hal penting yang 

perlu diperhat*an dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Hal ini 

disebabkan karen a dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, SDM tidak 

hanya sekedar faktor produksi melainkan yang lebih penting lagi adalah pelaku 

langsung dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis. 

Untuk membangun sistem agribisnis, paling sedikit terdapat tiga sasaran 

penting pengerribangan SDM agribisnis di Indonesia. Pertama adalah 

mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan sehingga 

searah dengan pengembangan teknologi pada sistem dan. usaha agribisnis; 

Kedua, mengembangkan kemampuan kewirausahaan (enterpreneurship) 

sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/tangguh dan 

Ketiga, mengembangkan kemampuan team work. Sumberdaya manusia 

agribisnis dalam hal ini mencakup SDM agribisnis pelaku langsung seperti 

tenaga kerja yang bekerja pada sub-sektor agribisnis hulu, sub-sektor on-farm 

agribusiness dan sub~ sektor agribisnis hilir, dan SDM agribisnis pendukung 

sektor agribisnis seperti birokrat pusat hingga ke daerah, SDM perbankan dan 

SDM penyedia jasa bagi agribisnis. 

d. Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani 

Pembangunan sistem dan usaha qgribisnis yang dari rakyat, oleh rakyat 
dan untuk rakyat disetiap daerah memerlukan pengembangan kelembagaan 

dan organisasi ekonomi. Akibat paradigma pembangunan dimasa lalu banyak 

kelembagaan tradisional/lokal yang sebelumnya bagian dari perekonomian lokal 

menjadi rusak bahkan hilang. Oleh sebab itu, kelembagaan tradisional/lokal perlu 

dibangkitkan kembali dan didayagunakan untuk pembangunan sistem dan usaha 

agribisnis. 
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Kelembagaan pangan · tradisional seperti kelembagaan lumbung 

desa/keluarga disetiap daerah perlu dikembangkan kembali dan dijadikan 
sebagai kelembagaan ketahanah· pangan (food security) nasional. Sistem 

kelembagaan pangan yang berbasis pada keanekaragaman bahan pangan dan 

budaya lokal akan mampu menjadi sistem ketahanan pangan _ nasional yang 

tangguh dan efisien. Oleh karena itu kelembagaan pang~n yang demikian perlu 

dihidupkan kembali. 

. Pengembangan organisasi ekonomi rakyat beserta jaringan bisnisnya perlu 

dikembangkan lebih lanjut. Organisasi ekonomi seperti koperasi agribisnis perlu 

ditumbuh-kembangkan sebagai organisasi ekonomi petani. Pengembangan 

koperasi agribisnis ke depan perlu diarahkan sebagai organisasi ekonomi petani 

pada sub-sistem agribisnis hilir maupun pada sub-sistem agribisnis hulu dan 

bukan hanya pad a sub-sistem on-farm. Koperasi · agribisnis pad a sub-sistem 

agripisnis hilir dan pada sub-sistem agribisnis hulu dapat mengembangkan 

jaringan usaha (bentuk usaha patungan) dengan perusahaan swasta (PMA, 

PMDN). 

6. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang mendayagunakan 

keragaman sumberdaya alam (hayati) tidak akan sustainable bila keaneka 

ragaman hayati tidak dilestarikan. Oleh karena itu upaya pelestarian sumberdaya 

keragaman hayati perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sis.tem 

dan usaha agribisnis. 

Dalam pelestarian sumberdaya keragaman hayati, perlu dikembangkan 
bentuk-bentuk pelestarian keragaman hayati, baik dalam bentuk kebun koleksi 

plasma nutfah maupun pelestarian. habitat asli ekosistem .tanaman disetiap 

daerah. Kebun plasma nutfah dan habitat asli tanaman tersebut merupakan bank 

genetik yang berfungsi sebagai penyedia materi genetik untuk memperbaharui 

dan mendiversifikasi komoditas/produk agribisnis. Kebun plasma nutfah ini perlu 

dikelola sebagai bagian dari industri pembibitan/perbenihan atau pusat-pusat 

penelitian bioteknologi. 
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Selain bentuk-bentuk pelestarian sumberdaya alam dalam bentuk kebun 

plasma nutfah, pelestarian hutan, tanah, air dan perairan umum juga perlu 

· ·diperhatikan. Untuk itu, menumbuh-kembangkan kelembagaan lokal dan 

melegalisasi hak ulayat masyarakat lokal perlu diupayakan. 
J 

7. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah 

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis merupakan bagian dari 

pembangunan daerah dan pembangunan regional. Pembangunan sistem dan 

usaha agribisnis dikembangkan atau diorganisasikan dalam bentuk pusat-pusat 

pertumbuhan agribisnis di daerah sesuai dengan keunggulan masing-masing 

daerah. Pusat-pusat agribisnis tersebut harus dikaitkan dengan ekonomi regional 

sedemikian rl!pa sehingga secara bertahap agribisnis daerah yang bersangkutan 

makin terintegrasi dengan perekonomian regional dan dunia. Disamping 

penumbuhan pusat agribisnis secara fisik, pengembangan sistem informasi 

agribisnis juga perlu dilakukan. 

Pengembangan kawasan terpadu seperti Kawasan Pertumbuhan Ekonomi 

Terpadu (KAPET), Kawasan Agroindustri Terpadu (KAT), Sentra Produksi 

Agribisnis Komoditi Unggulan (SPAKU), Kawasan Andalan (KADAL), dan 

Kawasan. lndustri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) perlu dikembangkan 

didasarkan kepada keunggulan daerah dan dalam rangka meningkatkan 

partisipasi masyarakat (ekonomi kerakyatan) yang terintegrasi dengan ekonom,i 

rakyat daerah. 

8. Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, 

tentang Pangan, bahwa pengembangan pangan dan kesejahteraan petani 

adalah kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran 

pemerintah adalah melaksanakan pengaturan dan pengendalian agar 

berkembang suatu sistem pengusahaan pangan yang adil dan bertanggung 

jawab. 
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· Ketahanan Pangan_adalah terpenuhinya pangan, baik dalam jumlah, mutu, 

· kea.manan, maupl.jn kesesuaian dengan sosio kultur; dapat dijangkau secara 

fisik maupuri ekonomi; dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan individu, 

setiap waktu, untuk sehat; tumbuh dan produktif. Unsur utama dari ketahanan 

pangan adalah ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang menja.min 

setiap· individu dapat mengakses, serta mengkonsumsi yang menjamin setiap 

individu memperoleh asupan zat gizi dengan jumlah dan keseimbangan yang 

cukup. Dengan pengertian tersebut, maka agribisnis komoditas pangan yang 

berbasis sumberdaya pangan lokal, . yang . menghasilkan, mengolah dan 

memasarkan berbagai ragam produk pang an serta memberikan · pendapatan 

bagi masyarakat, memberikan kontribusi yang besar terhadap terwujudnya 

ketahanan pangan. 

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan ketahanan pangan diarahkan 

pada (a) keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal (b) efisiensi 

ekonomi dan keunggulan kompetitif wilayah (c) pengaturan distribusi pangan 

mengacu pada mekanisme pasar yang kompetitif (d) sebagai bagian dari upaya 

peningkatan pendapatan petani. Mengingat aktor dari sistem ketahanan pangi:m 

adalah para pelaku usaha yaitu produsen, pengolah dan distribusi yang sebagian 

besar pengusaha kecil, maka upaya peningkatan dari pemantapan ketahanan 

pangan dilaksanakan dalam kerangka memberdayakan kelompok masyarakat 

agar mampu, mandiri dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, di 

dalam suatu perekonomian yang. mengikuti asas mekanisme pasar yang 

berkeadilan. 

9. Pengembangan Network 

Pengembangan ·network merupakan kebutuhan yang mendasar dan 

menjadi prioritas yang akan dilakukan Departemen Pertanian dalam membangun 

koordinasi antara pusat dengan daerah, antar sektor, serta duriia usaha baik di 

pusat maupun di daerah. Network ini tidak hanya berupa pengembangan 

teknologi komunikasi elektronik dan komunikasi data, tetapi juga komunikasi 

personal dalam membangun kerjasama manajemen antar instansi. 
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4.3. lndikator Pencapaian Tujuan 

Keberhasilan pembangunan agribisnis yang mengacu pada kebijakan dan 

langkah-langkah yang diSebutkan di atas dicirikan oleh: 

1. Meningkatnya ketersediaan dan· aksesibilitas petani pada barang-barang 

modal dan teknologi yang diperlukan baik untuk industri hulu pertanian, 

usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, usaha perkebunan, usaha 

peternakan dan industri hilir pertanian. 

2. Meningkatnya produktivitas usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, 

· usaha perkebunan, dan usaha peternakan yang bersumber dari 

penggunaan barang-barang modal, teknologi dan sumberdaya manusia. 

3. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk baik untuk memperbesar nilai 

tambah, memperluas pasar baik dipasar domestik maupun dipasar 

internasional. 

4. Menguatnya posisi tawar petani dan meningkatnya nilai tambah yang 

dinikmati petani. 

5. Terwujudnya sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman 

sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal di 

setiap daerah. Terciptanya iklim dan kepastian berusaha agribisnis. 

6. Terwujudnya suatu aparat dan orga,~isasi birokrasi pemerintah yang efektif, 

efisien dan mewakili akuntabi!itas publik. 
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·· ... 

V. PROGRAM PEMBANGUNAN .PERTANIAN 

Program pernbangunan pertanian pad a hakekatnya adalah _ rangkaian 

upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendqrong berkembanghya sistem 

agribisnis dan usaha -usaha agribisnis yang berdaya saing, _ berkerakyatan, 

berkelanjutan, dan terdesentralisir untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian 

tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai 

andalan pembangunan nasional· 

Program pembangunan pertanian tahun 2001-2004, merupakan program 

jangka menengah yang d~lam penyusunannya didasarkan kepada pencapaian 

tujuEm jangkq panjang, dengan mengacu kepada: (1) GBHN (1999-2004), (2) UU 

No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 

2001-2004, (3) Keputusan sidang· kabinet yang dituangkan dalam Program 

Percepatan Pemulihan Ekonomi, (4) Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai 

Penggerak Ekonomi nasional , dan (5) Arahan-arahan Pimpinan Deptan. 

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pembangunan pertanian, 

maka Program Pembangunan Pertanian Tahun 2001-2004, dirumuskan dalam 

dua program utama, yaitu Program Pengembangan Agribisnis dan Program 

Peningkatan Ketahanan Pangan. 
/ 

. 5.1. Program Pengembangan Agribisnis 

Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk 

mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang 

mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan 

efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan 

daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. 

Tujuan Program ini adalah (1) Mengembangkan sub-sistem hulu, (2) 

Mengembangkan sub-sistem On-farm, (3) Mengembangkan sub-sistem 
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pengolahan (4) Mengembangkan sub-sistem pemasaran, dan (5) 

Mengemb~mgkan. sub-sistem penunjang · sebc;tgai satu kesatuan sistem yang 

sinergis 

Sasaran program adalah (1) Berkembangnya semua sub-sistem agribisnis 

secara serasi dan seimbang, dan (2) Berkembi:mgnya usaha-usaha agribisnis. 

Kegiatan operasional Program Pengembangan Agribrsnis yang dilakukan 

oleh Departemen Pertanian dan institusi terkait lainnya adalah seperti tercantum 

pada Lampiran Tabel 1. 

1. Pengembangan Sub-Sjstem Hulu 

Pengembangan sub-sistem agribisnis hulu dilakukan melalui dua kegiatan 
' . 

utama yaitu (i) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang, yang di 

dalamnya mencakup pengembangan saran a ·· irigasi, jalan usahatani, dan 

distribusi input usahatani terutama pupuk,benih dan alsintan, dan (ii) 

mengembangkan industri benih. Pengembangan sub-sistem agribisnis hulu 

sangat . krusial karena permasalahan yang dihadapi selama ini banyak 

diakibatkan lefTlahnya prasarana dan sarana dalam peflgembangan sistem 

agribisnis dan perusahaanan agribisnis terutama di pedesaan. 

lsu terkait dengan pengembangan sub-sistem agribisnis hulu terutama 

menyangkut kordinasi dengan lintas sektofal seperti Departemen Kimpraswil, 

Departemen Keuangan, Meneg Koperasi, Depperindag, Lembaga-lemt)ag~ 

Keuangan, dan Asosiasi-asosiasi. 

lnstitusi penanggungjawab: Direktorat Jenderal Bina Prasarana dan Sarana 

Pertanian. 

2. Pengembangan Sub-Sistem On-Farm 

Pengembangan sub-sistem on-farm dilakukan melalui empat kegiatan 

utama yaitu (I) meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, (ii) 

meningkatkan mutu produk, (iii) meningkatkan efisiensi produksi, dan (iv) 
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mendorong pengembangan komoditi sesuai potensi wilayaho Sasaran yang ingin 

dicapai teru~ama adalah · menirigkatkan produksi dalam upaya memenuhi 

kebutuhan konsumsi dalam negeri dan bahan baku industri, meningkatnya 

ekspor, meningkatnya mutu sesuai permintaan pas~r dan mE3ngembangkan 

sentra-sentra komoditi unggulano 

lsu terkait dengan sub-sistem agribisnis on-farm ini adalah sumberdaya 

tanaman potensial, kelembagaan petani, asset lahan petani, teknologi budidaya 

dan bibitlbenih, penyuluhan, serta skala ekonomi. 

Kordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor seperti BPN, BPPT dan 

Pemda, serta kordinasi internal dengan Badan Litbang, dan Badan SDM dan 

Penyuluhano 

lnstitusi penanggungjawab: Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman 

Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunano 

3. Pengembangan sub-Sistem Pengolahan 

Pengembangan sub-sistem pengolahan dilakukan melalui tiga kegiatan 

utama yaitu (i) mendorong pengembangan usaha-usaha pengolahan, (ii) 

penanganan kehilangan pascapanen, dan (iii) mendorong industri penunjang 

agribisniso Sasaran yang ingin dicapai terutama adalah meningkatkan nilai 

tambah, mengembangkan usaha-usaha· pengolahan hasil, m€mgurangi 
' 

kehilangan pascapanen, dan mendorong berkembangnya industri-ind.ustri 

penunjang pertaniano 

lsu terkait dengan sub-sistem pengolahan ini adalah peraturan 

perundangan untuk menjamin kepastian berusaha, regulasi dan deregulasi untuk 
0 

0 0 

memberikan pemihakan kepada UKM, kontinuitas bahan baku termasuk mutu, 

teknologi pengolahan, barang modal, pascapanen dan pengembangan produk, 

Agroindustri Terpadu (KAT), kebijaksanaan makro, investasi dan perdagangano 
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. . 

. . . · . Kordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor seperti BPPT, Perguruan 

:Tinggi, Pemda, BPN, BKPM, Departemen. Keuangan, Depperindag, Lembaga 

Keuc;mgan, DLinia . Usah.a, dan Asosiasi-asosJasi. Kordinasi · internal derigan 

· Direktorc;1t Jenderal terkait, ·sadan Litbang, dan Badan SDM dan Penyuluhan. 

lns_titusi penanggungjawab: Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan 

Pemasar~n Hasil Pertanian. · 
.. 

4. Pengem~angari Sub:-Sistem Pemasaran 

. Pengemban.gan sub:-sistem pemasaran dilakukan melalui d4a kegiatan 

utama yait~ (i) mendorong pengembangan pasar domestik dan· ek~por., dan (ii) 

mengembangkan sistem distribusi komoditas pertanian. · 

· Sasarari yang ingin dicapai adalah meningkatnya efisiensi pemasaran, 

meningkatnya posisi tawarp~tani, berkembangnya sistem distribusi termasuk 

pangan, dan berkembangnya kelembagaan pemasaran di pedesaan. 
. . 

lsu terkait dengan sub-sistem · a'gribisnis. pemasaran adalah peraturan 

perundangan untuk menjamin kepastian . berusaha, regulasi dan deregulasi 

dalam pemasaran' dan· perdagang(3n untuk mernberikan pemihakan kepada 

UKM, infrastruktur pemasaran di pedesaan, trarisportasi, kebijaksanaan makro 

dari perdagangan. 

Kordinasi intensif diperlukan dengan liritas sektor seperti . PeJT.lda, 

Departemen Keuangan, Depperindag, Lembaga Keuangan, Dunia Usaha, ·~an 

Asosiasi-asosiasi Pemasaran. Kordinasi internal dengan Direktorat Jenderal 

terkait, Badan L::.itbang, dan Badan SDM dan Penyuluhan, serta Pusdatin·. 
. l • . . 

· lnstitusi penanggungjawab: Oirektorat Jenderal. Bin a. Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian · 
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s·. Pengembangan Usaha-Usaha Agribisnis 

Pengembangan usaha agribisnis dilakukan melalui dua kegiatan yaitu: (i) 

pengembangan kualitas sumberdaya manusia, dan (ii) pengerribangan 

kelembagaan ekonomi agribisnis. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah terbentuknya pengusaha-pengusaha 

agribisnis yang tangguh, berkembangnya kelembagaan dan usaha agribisnis, 

serta berkembangnya keterampilan usaha agribisnis. 

lsu terkait dengan pengembangan usaha agribisnis adalah pengembangan 

usaha dan kesiapan daerah. 

Koordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor _ seperti Pemda, 

Depperindag, dan Meneg Koperasi. Koordinasi internat dengan seluruh jajaran 

Deptan. 

lnstitusi penanggungjawab: Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian. 

6. Pengembangan Sub-Sistem Penunjang 

Pengemb~ngan sub-sistem penunjang dilakukan melalui tujuh kegiatan 

yaitu: 

a. Penelitian sosial, ekonomi dan budaya dalam upaya merumuskan 

kebijakan dan mengembangkan usaha 

b. Penelitian dan pengembangan teknologi benih dan bioteknologi 

c. Pengembangan teknologi on-farm dan off-farm spesifik lokasi 

d. Pengembangan manajemen agribisnis 

e. Pengembangan sistem penyuluhan agribisnis 

f. Pengembangan kelembagaan petani 

g. Pengembangan sistem data dan informasi untuk monitoring pembangunan 
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lsu terkait dengan Pengembangan Sub-sistem Penunjang adalah: kesiapan 

daerah, infrastruktur penunjang. Kordinasi intensif diperlukan dengan lintas 

sektor seperti Pemda, dan BPPT. Kordinasi internal dengan seluruh jajaran 

Departemen Pertanian. 

lnstitusi penanggungjawab: masing-masing sesuai bidangnya. 

5.2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Program PeflirWkqtan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk 

mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem 

ketahanan pangan baik ditingkat nasional maupun di tirigkat masyarakat. 

Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal qari tanaman, ternak . 

dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin 

dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan. 

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan 

ketersediaqn yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah mudah diperoleh 

rumah tangga, aman dikonsumsi dan dengan harga yang terjangkau. Dengan 

demikian terwujudnya ketahanan pangan dihasilkan oleh bekerjanya suatu 

sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub 

sistem konsumsi. 

Tujuan dari program ini adalah: (i) Menciptakan iklim yang kondusif bagi 

berfungsinya sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, ·:- (ii) 

Meningkatkan ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman, (iii) 

Mengembangkan sistem distribusi dengan tingkat harga yang terjangkau, (iv) 

Meningkatkan penganekaragaman hasil pangan olahan, (v) Meningkatka 
'' 

pemberdayaan masyarakat dalam rnewujudkan ketahanan · pangan, dan (vi) 

Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Dicapainya tingkat ketersediaan 

pangan tingkat nasional dan masyarakat yang cukup, (ii) Mengembangkan 

kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan, 
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dan (iii) Meningkatnya keaneragaman konsumsi dan menurunnya 

ketergantungan pada pangan pokok beras, dan (iv) menurunnya tingkat 

kerawanan pangan masyarakat 

lsu terkait dengan sistem ketahanan pangan adalah sistem ketersediaan 

pangan, system distribusi pangan, pengembangan konsumsi pangan, kebijakan 

harga dan perdagangan, pengembangan sistem kewaspadaan pangan, 

ketersediaan infrastruktur pendukung di pedesaan dan transportasi. Kegiatan 

operasional program Peningkatan Ketahanan Pangan dan prioritas 

pelaksanaannya dijabarkan dalam Lampiran Tabel 2. 

Koordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor seperti Pemda, Menko 

. Perekonomian, Departemen Kimpraswil, Departemen Keuangan, Departemen 

Kesehatan, Departemen lndustri dan Perdagangan, dan Asosiasi-asosiasi 

terkait. Kordinasi internal dengan Direktorat Jenderal terkait, Badan Litbang, dan 

Badan SDM dan Penyuluhan . 

. lnstitusi penanggungjawab: Badan Bimas Ketahanan Pangan. 

5.3. Program Operasional 

Operasionalisasi Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan 

Ketahanan Pangan diurai dalam sub-program yang lebih terfokus. 

Pengembangan agribisnis berbasis komoditas prioritas dengan pertimbangan' 

khusus dalam skala nasional maupun daerah menjadi acuan semua inst?nsi 

terkait dalam menyusun kegiatan penunjang mulai dari hulu sampai dengan hilir. 

1. Program Pengembangan Agribisnis 

a. Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Tanaman Pangan 

Dalam dekade terakhir impor bahan pangan pokok seperti beras, jagung, 

kedelai, kacang tariah dan lainnya cenderung meningkat. Kebangkitan ekonomi 

dan industri pertanian dari keterpurukan akibat krisis akan mengembalikan 
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-----------------------------,------------------

permintaar dan permasalahan penyediaan produksi pangan.- Dengan dernikian 

rriaka tanpa perhatian dan penanganqn yang sungguh-su[igguh, impor bahan 

- pangan tersebut akan $emakin meningkat. 

Komoditi tanaman pangan mencakup padi _dan palawija !Tlerupakan 

sumber pangan po!<ok dan mempun¥ai keterkaitan- kuat dengan industri. 

Disampinq pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam bentuk p~rmintaan 
konsumsi iangsung, permintaan untuk bahar baku industri makanan dan industri 

pakan, pa~ar ekspor juga inasih sang at terbuk~.lni -berartipeningkatan produksi 

kornoditas · tanaman pangan: rnempunyaj arti .strategis dalam · rriendukung 

pemantapan f<etahanan pangan nasional, pemberdayaan ekoromi rumahtangga 
' ; ·- ,' ·. . . . 

petani, mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan dan dampak 

· ganda (m~ltiplier effects) yan'g dihasilkannya. -

Tantangan pembangunan tanaman pang an cukup berat terutama berkaitan 

adarwa kecenderungan. penurunqn daya saing, penurunan 
1

1aju- pertumbuhan 

produksi, marjinalisasi kapasitas usahatani dan peningkatan variabilitas produksi. 

Faktor penghambat dari kondisi tersebut terutama berkaitan dengan adanya 

kendala sumberdaya Ia han dan air, teknologi dan modCjl. Kendala sumberdaye~ 

berkaitan dengan: (i) luas baku lahan pertanian tanaman pangan ·semakin langka 

karena pembukaan lahan pertanian baru sangat lambat, sementara konversi 

lahan pertaniah cenderung m'eningkat, (ii) pembangunan Sistem irigasi berjalan 

berjalan IC~mbat sementara kualitas sistem irigasi yang ada cehde'rung menurun; 

(iii)_ sumber air untuk pertanian semakin langka sebagai akibat dari kerusc;lkan 

alam, dan (iv) -rata-rata ·1uas pemilikan Ia han pertanian tanaman pangan 

cenderung turun. Tekriologi yang diterapkan cen~erung mengalami saturasi dan 

usahatani -semakin serisitif terhadap perubahan ikliin- dari serangan hama, 

sehingga diperlukan terobosan teknologi baru. Sementara itu dengan sebagian 

besar usaha tanaman dilakukan oleh rumahtangga miskin dengan skala kecil, 
' i • . • I 

rumahtangga cenderung lebih mendahulukan pemenuhan kon?umsi dari pada 

-melakukan investasi dan penggunaan modal untuk membiayai usahatani. 
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Pada bagian lain, implementasi sistem perdagangan bebas juga 

merupakan ancaman bagi sistem produksi pangan dalam negeri akibat 

persaingan dengan produk luar, baik dari segi mutu: maupun harga. Dengan 

demikian peningkatan daya saing usahata.ni k~moditi melalui peningkatan 

. produktivitas, effisiensi produksi dan mutu hasil merupakan tiga aspek utama 

yang perlu mendapat perhatian dalam program peningkatan produksi komoditas 

tanaman pangan mendatang. 

Peningkatan produksi tanaman pangan perlu terprogram dan terarah secara 

terpadu berkaitan dengan optimasi sumberdaya, peningkatan effisiensi dan daya 

saing usahatani serta peningkatan mutu hasil. Optimasi sumberdaya tanaman 

pangan dilakukan melalui: (i) optimasi sumberdaya lahan "non-favorable" dan 

lahan tidur seperti lahan gambut, rawa, lahan kering/darat dan (ii) optimasi . . . 

pemanfaatan air irigasi, melalui rehabilitasi jaringan irigasi, effisiensi manajemen 

penggunaan air dan pompanisasi. Upaya effisiensi usahatani dilakukan melalui 

intensifikasi usahatani pada daerah yang belum intensif, rasionalisasi penggunaan 

input bagi daerah yang mengalami kecender.ungan penggunaan sarana produksi 

berlebihan. Untuk itu perlu ditunjang oleh penyediaan sarana produksi tepat jenis 

dan tepat waktu. serta rekomendasi teknologi spesifik lokasi. Peningkatan mutu 

hasil dilakukan melalui perbaikan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan 

hasil. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya produksi komodili 

tanaman pangan antara 5-10 persen per tahun, (ii) Meningkatnya p·roduktfvitas 

rata-rata 3 persen per tahun, (iii) Menurunnya kehilangan hasil panen rata-rata 3 

persen pertahun, dan (iv) Meningkatnya pendapatan petani antara 5-10 persen 

per tahun. 

Dalam era otonomi daerah dimana setiap daerah mempunyai kewenangan 

dalam menetapkan kebijakan produksi pangan sesuai dengan kebutuhannya 

maka dalam rangka membangun sistem ketahanan pangan nasional, koordinasi 

antar wilayah perlu mendapatkan perhatian serius. 
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b. Sub-Program Peng~mbangan Agri~isnis Berbasis Hortikultura-
, ! . . ' ' . 

· Komoditas ·hortikultura yang terdiri dari tanaman buah-buahan, sayuran, 

tanaman hias dan tanam~n obat, merupakan ko111oditas yanQ sangat prospektif 

untuk qikembangkan . m!3ngingat pot~nsi · sumberdaya alam, sumberdaya 

man usia, ·ketersediaall teknologi, setta potensi. sera pan pc;~sar di dalam negeri 
. ' 

dan pasar internasional yang terus meningkat. Dengan meningkatnya pendidikan 

dan kesejahteraan masyarakat mend()rong p~nil]gkatan kemampuan daya beli 

d~n pre,ferensi permihtaan masyarakat terhadap komoditas hortikultura, dalam 
. l• ' • • ., . • 

rangka diversifikasi konsu~si dan_p~ningkatan gizi. 

Merurutdata ketersediaan sayurar, tingkat konsumsi sayuran tahun 1996 

besarnya 37.9'4 kg/kapita/tahun. Angka tersebut masih lebih rendah bila 

~ibandingkan dengari rekomendasi FAO yang sebesar 65,75 kg/kapita/tahun. 

Tantangan yang dihadapi adalah penirigkatan produksi yang dibarengi oleh 

· peningkatan kualitas hasilnya, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk 

m13ngkonsumsi lebih banyak sayuran: 

Untuk buah-buahan, konsumsi per kapita masyarakat Indonesia masih 

rendah yaitu 40,0p kg/kapitc;~/tahun, juga jauh dibawah rekomendasi FAO yaitu 

sebesar 65,75 kg/kapita setahun. Dengan kondisi ini titik berat pengernba[lgan 

buah-buahan adalah menyediakan buah-buahi:m · dalam jumlah dengan kualitas 
' ~ ··;: 

baik untuk memenuhi kebutuhan kon'sumsi segar dalam negeri, bahan baku b~gi 
agroindustri dan kepentingan ekspor. · .. -

Perrilintaan ~kan tanaman hia·s dalam jumlah yang besar masih terbatas di 

sekitar kota-kota besar dan daerah-daerah pariwisata, termasuk saat kegiatan · 

yang bersifat seremonial yang banyak dilaksanakan. Hasil survey di DKI Jakarta 

selaku daerah konsumen terbesar di Indonesia, menunjukkan bahwa konsumsi 

rata-rata punga anggrek di DKI Jakarta baru 1 tangkailkapita/tahun. Untuk 
. ' 
'tariaman obat, potensi pasar dalam negeri khususnya untuk memasok bahan 

baku bagi industri obat baik tradisional maupun modern sangat besar. 
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Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan produk hortikultura dan aneka 

tanaman dalam negeri maupun ekspor, diperlukan usaha peningkatan produksi 

. hortikultura yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha, mutu produk, dan 

produktivitas melalui penguasaan lptek, pemanfaatan sumberdaya alam dan 

sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarqkat dan swasta. 

Untuk peningkatan efisiensi usaha, mutu produk dan produktivitas, maka 

pemanfaatan dan penguasaan teknologi merupakan keharusan, agar produk 

yang dihasilkan dapat bersaing di pasar domestik maupun internasi'onal. 

Pemenuhan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri memerlukan 

jaminan kontinyuitas suplai dalam jumlah dan mutu sesuai selera konsumen, · 

serta dengan harga yang bersaing. Oleh karena itu pendekatan yang 

difaksanakan dalam pengembangan hortikultura ialah melalui pembangunan 

usahatani/kebun berskala komersial dengan mempertimbangkan skala ekonomi 

yang di did~kung. oleh penyediaan bibit yang berkualitas, serta sarana dan 

pras·arana seperti pengairan, penyimpanan dan transportasi. Faktor kunci dari 

kekurangmampuan tersebut adalah belum tumbuh dan tersedianya i'ndustri benih 

bermutu, penyediaan sarana dan prasarana, teknologi pasca panen, pengolahan 

dan pemasaran. Kesemuanya itu memerlukan dukungan utuh dari hulu sampai 

hilir. Ketersediaan benih bermutu sangat menentukan kualitas produksi 

hortikultura dan penanganan pasca produksi/pasca panen merupakan upaya 

memelihara mutu prima dan meningkatkan nilai tam bah. 

Strategi pengembangan produksi · hortikultura menekankan · pada 

peningkatan produktivitas, mutu produk dan total proquksi pada sentra produksi 

dan wilayah pengembangan sesuai pewilayahan · komoditas bagi komoditas 

unggulan nasional dan unggulan daerah. 

Agar lebih berperan dalam pemulihan ekonomi, mc;~ka dalam tahun 2001-

2004 pengembangan hortikultura diarahkan kepada komoditas yang memiliki 

keunggulan kompetitif di pasar ekspor. Untuk itu perhatian lebih besar diarahkan 

kepada komoditas unggulan antara lain kentang, kubis, cabe merah, manggis, 

rambutan, durian, salak pada kelompok buah-buahan; anggrek dan tanaman 
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hi as daun pad a tanaman hi as serta komoditi jahe,. kunyit, ken cur dan lengkuas 

pada tanaman obat. 

. Sasarari yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya produksi .komoditi 

buah-buaha~, SC~yuran dan tanaman ·hias antara .5-10 persen/tahun, dan an~ka 
tanaman '.antara 2~5 persen/tahun·, (ii) Tercukupinya keoutuh~n · korisumsi dan 

. . ' ' : ',' ' ~ ' ' 

bahan ihdustri pengolahan hortikultyra serta meningkatnyC1 v<::J.Iume ekspor, (iii) 

Terbinanya mutu produk yang mempunyai daya S(;!ing di pasqr' dalam maupun 
j • • ••• - • • :· • ' ... • 

lpar negE:}ri, (iV) qiperolehnya produk horti~ultura yang berrY]Lifu tinggi dan aman 

konsumsi bagi rnasyarakat •. ·(v) Terbe.ntuknya agribis~is hortikultura yang dapat 

mensejahterak~m petanf dan pelaku usaha, (vi) Tersedianya produk horti~ultura . . 

qi wilayah berpenduduk miskin sebagai sumber pendapatan cj<:~n peningkatan 

gizi · masyarakat~ dan· (vii)· Terbinanyq petani dalam mengadopsi teknologi dan 

kelembagaan.usaha sehing~a dapat m,enjadi petani pengusaha yang berhasil.. 

Untuk mendul5ung sasaran tersebut maka kegiatan di fokusk<;m pada: (1) 
. . . . . . . . . ' . . . - . 

pembinaan produksi komoditas. Linggulan, (2) pewilayahan .. komoditas untuk 

pengembangan kawasan . agribisnis, (;3) penumbuhan. sentra produksi, . (4) 
. ' ; . ·.· ' . . . . . '- ' . . 

pemantapan sentra produksi dengan pembinaan penerapan teknologi rnaju, .(5) 
' . ' . . . 

pengembangan si~tem perb~nihan nasional, (6) penyediaan saran.a dan prasarana 

produksi, (7) perlindungan tanaman hortikultura, (8) pembinaari pengamanan hasil, 
. : .· . . . - . . . 

· mutu dan keselamatan produk dan (9) pembinaan k~lembagaan agribisnis. 
' . . '. ~ '. . . ' . . ' . 

..· 
c. · Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Perkebunan · 

Sektor · pertanian· tetap ·diharap~an berperan besar dalam percepatan 
. ' ' 

pell}ulihan ekonomi nasional melalui peranriya dalaril· pengadaan devisa melalui 

ekspor. Selam;3 ini ekspor komoditi pertanian didominasi oleh komoditas 

perkeburian seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh dan lainnya. Akan tetapi kinerja 

.komoditas perkebunan' cenderung fiuktuatif kare·na sangqt .dipe'ngaruhi oleh 

harga/pasar internasidnai. • · 
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Dualisme pe_ngusahaan perkebunan antara usaha swasta dan_ BUMN skala 

besar dan perkebunan rakyat skala kecil telah menimbulkan kesenjangan. 

Kejadian krisis telah memperbesar kesenjangan tersebut dan proses reformasi 

yang tidak terkendali telah menimbulkan permasalahan seperti penyerobotan 

kebun dan penjarahan kebun yang kemudian menggangu iklim usaha 

perkebunan, 

Komoditi perkebunan mencakup tanaman perkebu~an tahunan dan 

tanaman semusim. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditi 

perkebunan antara lain adalah produktivitas tanaman yang belum optimal, 

kualitas produk belum memenuhi standar perdagangan, proses diversifikasi 

(vertikal dan horizontal) belum memadai dan peran kelembagaan yang masih 

lemah. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui perbaikan teknik 

budidaya, peningkatan mutu melalui pengembangan penerapan pasca panen 

dan pengolahan, pengembangan diversifikasi dan pengembangan pemasaran 

produk perlu terus diupayakan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan 

prasarana produksi dan teknologi siap pakai ditingkat pekebun. 

Program penelitian dalam rangka mendapatkan klon dan varietas yang 

bermutu tinggi dan teknik buc:jidaya yang meningkatkan effisiensi usahatani perlu 

lebih digalakkan. Penerapan teknik bioteknologi seperti kultur jaringan perlu terus 

dikembangkan. Mengingat bahwa kegiatan produksi perkebunan sebagian besar 

(80 persen) dilakukan oleh rakyat, maka pengembangan kelembagaan petahi 

dan kemitraan usaha agribisnis yang benar benar bermanfaat bagi pekebun 

perlu mendapat perhatian. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya PDB. perkebunan 

dengan laju 3, 7 persen per tahun, (ii) Meningkatnya produktivitas hingga 

mencapai 70 persen dari produktivitas potensial, (iii) Meningkatnya efisiensi 

usaha perkebunan, (iv) Meningkatnya mutu hasp produk primer dan produk 

·sekunder ke arah "zero defecf', (v) Meningkatnya penerimaan devisa ekspor 

komoditi primer menjadi US $ 5,14 milyar dan mendorong peningkatan ekpor 

komoditi produk .hilir perkebunan, (vi) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 
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1-

baru· sebanyak 600 ribu tenaga kerja; (vii) Tumbuh berke;:mban·gny9 wilayah 

sentra e~onom! ba~u di sektor perkebunan dan industri jasa f)eper1;i transportasi 

dan agr~wisata, (viii) Meningkatnya. pepciapatan petani perkebunan ~erlngga 

menGapai. US $ 1.500,0- 2.000,0 per KK/tahun, daJl (i?<) Tumbuh d9n terbinarwa 
koperasi komoditi perkebunan baru yang mandiri dan profesional sebanyak 

2_.800 unit dan asos!asi petani perkebunan l)ebanya!< 16 asosiasi·. · 

d. Sub-Program Pengembangan Agribi~n~~- Be~basis P~ternal<an . 
·I . : . . ' . . . .· . 

. . . 

. Swp se!<tor peterrak~n · merupak~n penyed!a sumb,er pangan he~ani 
- berupa tf3lur, daging ·dan su~u. Tingkaf konsumsi protein :hewani penduduk 

lndqnesia · mas!h sang at renda~ jauh dibawah rata-rata korsurnsi Dunia, Asia 

dan Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk besar dan pro~p~k perkenibahgan 

· ekonomi akan mendorong j:f~rmintaan pangan yang berasal d9ri prodyk hewani. 

$enjang artara produksi d~m konsurrisi produk p~ternakan terutama daging dan 

·susu cencjerurig semakin besar seperti ditunjukkan oleh peningkatan impor. Hal 

in\ disebabkan laju peningkatan permintaan tidak diikuti oleh laju produksi. 

Pengembangan peternakar) mencakup terhak unggas dan ternak 

ruminansia. Upaya mefTlacu prod~ksi ·d~ngan pola tradisional cii[lilai tidak dapat 
. : ' . 

mengimbangi senjang tersebut da'n untuk ' jtu diperlukan terobosan 

pengembangarmya. Dalam· kaitan itu diperlukan ~eterseqiaan teknologi . dar 

inovasi yang akan dikemb~ngkan disesuaikan dengan keragaman permasalahpn. 

dan kebutuhan qi masyara~at serta taraf
1 

usaha' agribisnis :·rllasin9. rr~sing 
komoditi peternakan. 

Pad a kelompok ungQas, pengembangan ternak a yam buras dan itik sang at. 

strategis uhtuk membangkitkan perekonomian kerakyatan dan pemerataan 

· pembangunan. Pasar Cl..lkupterbuka dan prospek ekspor cukup baik. $ementara 

. pengembangan a yam ras dinilai sudah- tuku'p baik sejalan dengan peran dari 
: . . . ' . ' ' 

swasta. Sebagian pengelolaan usaha ·a yam ras dilakukan oleh usaha skala 

b~sar. 
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Pengembangan ayam buras dan itik harus diprogramkan secara terarah 

secepatnya. Beberapa aspek penting dalam mendukung pengembangan kedua 

unggas tersebut antara lain penyediaan benih unggul, sarana dan prasarana 

ternak, teknologi budidaya terutama teknologi pakan, teknologi pencegahan dan 

pengendalian penyakit; pengembangan pengolahan dan pemasaran; dan 

pe~gembangan kelembagaan. 

Pada kelompok ternak ruminansia, usaha ternak sapi dan domba dan 

kambing sudah berada pada usaha yang berorientasi bisnis, dengan demikian 

dalam pengembangan diarahkan kepada peningkatan keuntungan. Pola 

pengembangan ternak tersebut dilakukan melalui kombinasi antara 

memaksimalkan pendayagunaan sumberdaya lokal dan terobosan teknologi 

dalam penggunaan bibit, nutrisi, reproduksi, teknologi budidaya, veteriner dan 

pasca penen. Dalam usaha budidaya, perigembangan inseminasi buatan perlu 

lebih digalakkan dan disempurnakan effisiensi dan efektifitasrwa. 

Pengembangan peternakan juga perlu · diarahkan dalam rangka 

pemanfaatan ketersediaan pakan, limbah pertanian dan sebagai bagian dari 

sistem usaha pertanian terpadu. Untuk itu perlu diupayakan pengembangan 

ternak pada lahan sawah, lahan perkebunan dan lahan perhutanan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya pendapatan peternak 

hingga melampaui UMR, (ii) Meningkatnya produksi daging, telur dan sus1,1 

antara 3 - 6 persen pertahun dan meningkatnya konsumsi daging telur dan .~usu 

antara 2 - 3 persen pertahun, (iii) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.:baru 

sebanyak 450 ribu orang, (iv) Terwujudnya kelembagaan peternak yang mandiri 

dan mampu mengakses sendiri faktor produksi dan pelayanannya, (v) 

Tercapainya keseimbangan populasi, produksi dan daya dukung lingkungan. 
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e. · Sub Program · Pengembangan Usaha Agrib~snis Berwawasan 
Lingk!Jngan (Eco-A~ribusiness)'. · 

Perhatian terhadap lingkungan akan rnenjadi aspek penting dalam 

·pembangunan agribisnis: Hal ini terkaif ,dengan kelanjutan 4saha agribisnis, 

produktivitas sumberdaya, mutu hasil, dan pemasaran. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan serangkaitan kegiatan yang 

saling mendukung satu. cfengan lainnya, yakni: (a) Pengembangan po!a-pola 

usatani terpadu diantara komoditi ta11e1rnan pangari, hortikultl:fra, peternakan dan 

perkebunan; (b). Pengembangan pengEllolaan lirnbah dejn pengendaljan bahan 

· kimia kegiatan agribisnis; (c) pe.ngembangan teknologi pencegahan dan 

pengendalian kerusakan, dan pencemaran lingkw19an usaha agribisnis; (d) 

Pengembangan manajemen mutu lingkungan; (e) Peningkatan peran 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; dan (f) Perigembange1n Sistem 

lnformasiLingkungan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Berkembangnya pola-poia usahatani 

terpadu bervy~wasan lingkungan; (ii) Berkembangnya model usC!ha agribisnis . . ' - . . . . 

yang ber'-"'awasan lingkungan; (iii) .f\11Elningkatnya produksi, rnutu produk 
. . ' . . ' . 

pertanian berwC)wasan l~ngkungan; dan (iv) Perbaikan mutu dan lingkungan 

usaha pef1aniar,. 

f.· · Sub-Proaram Penaeinbangan !'(elembagaan dari SDM Agribisnis. 

Dejri sisi pengelolaan, pengembangan agribisnis selama ini belum ·terpola, 

. pembiriaannya tersekat sekat dan . struktur agribisnisnya bersifC~t dispersal. 

Struktur agribisnis dispersal dicirikan · oleh tidak adanya hubungan organisasi 

fungsional diantara setiap tingkatarr dari .jaringan agribisnis hanya diikat dan 

dikoordinir oleh mekanisme pasar (harga). Dengan struktur demikian maka 

pelaku agribisnis cenderun~ memikirkan kepentingan/keu~tungan sendiri .dan 

eksploitatif. Pe!aku agribisnis hilir (industri pengolahan, pedagang dan eksportir) 

cenderung Jebih kuat dan mengarah menjadi kartel melalui. pembentukan 

· assosiasi dan bersifat monopsonistik ataupun monopolistik, serta 
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mengeksploitasi pelaku agribisnis hulu (petani) yang cenderung berada pada 

posisi yang lebih lemah akibat keterbatasan kemampuqn petani dan 

keterbatasan untuk akses terhadap sumberdaya dan layanan agribisnis. 

Struktur agribisnis yang dualistik demikian memunculkan m~salah transmisi 

harga, informasi pasar, IPTEK dan modal. Transmisi harga yang tidak simetris, 
. . . . 

dimana pada saat harga turun secara cepat ditransmisikan secara sempurna 

kepada petani sementara pada saat harga naik transmisi harga berjalan lambat 

dan tidak sempurna. Sementara informasi pasar, modal dan IPTEK ditah~n dan 

bahkan dijadikan sebagi alat untuk mengeksploitasi· petani produsen. 

Stuktur agribisnis yang diperlukan dan dikembangkan adalah struktur 

agribisnis industrial yang memungkinkan terjadinya hubungan fungsional yang 

sating menguntungkan diantara pelaku agribisnis dan tercipta hubungan sinergis 

dalam kesatuan tindak. Agribisnis industrial merupakan . proses konsolidasi 

usahatani disertai dengan kordinasi vertikal diantara seluruh tahapan vertikal 

agribisnis. KeQiatan yang diperlukan dalam membangun struktur agribisnis 

industrial tersebut antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM pelaku 

agribisnis terutama petani dalam kewirausahaan agribisnis, (ii) peningkatan 

lembaga pelayanan usaha agribisnis kemampuan layanan, seperti layanan 

teknologi, penyuluhan, informasi pasar, lembaga finansial dan lainnya, dan (iii) 

pengembangan kelembagaan usaha seperti organisasi petani, kemitraan, 

kelembagaan pemasaran, koperasi pertanian dan kelompok usaha lain. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya kemanipuan 

kewirausahaan SDM di bidang . agribisnis; (ii) Berkembangnya ·. usaha dan 

kemitraan agribisnis di semua tingkatan; dan (iii) Meningkatnya kuantitas dan 

kualitas layanan agribisnis. 

g. Sub Program Pengembangan Teknologi Strategis dan Wilayah 

Keberhasilan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang dihela oleh 

innovation driven sang at ditentukan oleh kemampuan · dalam penyediaan dan 
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penerapan IPTEK. Untuk itu kegiatan penelitian untuk menghasilkan kompohen 

teknologi strategis dan teknologj terobosan dalam menunjang penQemp~mgan 

agribisnis dan ketahanan pangan merupakan suatu keharusan. 

Terobosan inovasi t~knologi baru strategis dan wilayah dilak~kan melalui 

program penelitjan: (i) penelitia~ pengelolaan surpberdaya C~lam yang meliputi 

sumberdaya lahan, air, iklirr dan hayati, (ii) penelitian perbaikan potensi 

komoditas terrnasuk pengembangan teknologi pasca panen dan diversifikasi 

produk, (iii) pengembangan bioteknologi yang mencakup kegiatar penelitiail 

rekayasa geretik, biologj molek!Jier, teknologi djagnostik, serta pene!itian 

mikrobiologi dan mikroproses, {iv) pen(31itian sosial ekonomi dan kebijakan 

pertanian, (v) pengemb~ngan teknologi spesifik lokasi, (vi) penyebaran teknologi 
. . I ' . ' . 

hasil penelftian dan (vii) pengembangar kelembagaan teknologi. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya hasil penelitian 

terobosan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi 

agribisnis; (ii) Meningkatnya rekayasa . t(3knologi dalam rangka optimalisasi 

sumberdaya pertanian, dan (iii) Mellingkatnya paket dan penerapan teknologi 

spesifik lokasi. 

h. Sub-Program Pendayagunaan dan Perlindungan SuiTiberdaya Hayati 

Indonesia mempunyai keragarnan sumberdaya hayati dan kekayaan alam'i 

yang besar yang mencC!kup plasma nuftah tanaman pangan, hortikul.fura, 

tanaman industri, perkebunan, peternakan qan perikana~. Keanekagaraman 

hayati yang melimpah tersebut masih bersifat semu karena baru berupa potensi, 

sedangkan kemampuan untuk menggali, memanfaatkan dan mengembangkan 

berdasarkan teknologi mutakhir masih belum optimal. Variasi genetik YC!ng besar 

dengan keunikan dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi merupakan 
' 

modal dasar untuk meningkatkan daya saing produk pertanian. Melai!Ji rekayasa 

teknologi, potensi plasma nuftah dapat dimanfaatkan untuk mer11enuhi 
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kebutuhan penyediaan pangan, sandang, papan, bahan farmasi, kecantikan dan 

produk biokimia yang hampir tak terbatc;.~s ragamnya. 

Pada bagian lain, dengan semakin terbukanya lalu lintas barang ~ebagai 

konsekuensi dari meningkatnya norma globalisasi akan sangat dimun.gkinkan 

masuknya hama dan penyakit dari luar yang dapat mengancam potensi 
. I 

sumberdaya hayati dan usaha agribisris di dalam negeri. Masuknya hama dan 

penyakit terseout akan berdampak besar secara ekonomi dan sosial, karena 

disamping merusak sumberdaya hayati, menghambat pengernbangan produksi 

dan industri pertanian juga akan merusak citra pertanian Indonesia secara luas 

yang berdampak dalam perdagangan internasional. 

Beberapa penyakit eksotis hewan yang telah berjangkit di dunia dan perlu 

kewaspadaan untuk masuk di Indonesia antara lain Bovine Spongiform 

Encephalopathy (BSE) yang berjangkit di Eropah, Penyakit Mulut dan Kuku 

(PMK) yang berjangkit di Eropah, Afrika, Amerika Latin dan beberapa negara 

Asia, Penyakit Nip,ah di Malaysia, Penyakit Hendra di Australia, Flu Burung di 

Hongkong dan Japanese Encephalitis. 

Pada komoditi hortikultura, hama lalat buah (fruit flies) antara lain Med Fly 

(Ceratitits capi/ata)merupakan hama yang sangat berbahaya karena dapat 

menimbulkan kerusakan yang besar. Hama Med Fly (Ceratitits capi/ata) ini 

dijumpai antara lain di Argentina, Amerika, Australia dan Selandia Baru. Pada 

komoditi perkebunan beberapa ham a panyakit juga harus dicegah masuk aotara 

lain penyakit Hawar Daun Amerika Selatan (South American Leat Blight'atau 

SALB) pada tanaman karet, Hama He/ope/tis pada Jambu mete dan Kakao, 

hama A. Vestitut pada kapas. 

Untuk mendukung program proteksi sumberdaya hayati dibutuhkan 

penelitian pengendalian jasad pengganggu, pengembangan sarana seperti 

laboratorium penguji, pengembangan sumberdaya manusia pelaksana, 

pengembangan peraturan/perundangan pendukung, serta pengembangan 
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kegiatan konservasi, identifikasi dar karakterisasi. sumberdaya hayati (plasma 

nuftah). 

Sasaran yang ingin dicapai adalah·: (i) Peningkatan identifikasi dan 

pemanfaatan plasma nutfah pertanian; (ii) Perlindungan plasma nutfah pertanian; 

dan (iii) Pencegahan masuknya harila dan penyakit dari luar yang mengancam 

sumber daya hayati dan qsaha agribisnis dalam negeri. 

i. Pengembangan Sistem lnformasi dan Jaringan Kerja Agribisnis 

Pengembangan Sistem lnformasi Agribisnis memerlukan dukungan data 

yang akurat, sistem lnformasi, dan layanan data dan informasi agribisnis yang 

baik. Dengan sistem infoqnasi yang baik akan dapat ~ilakukan pemantauan dan 

penyebarluasan informasi agribisnis secara cepat, akurat dan murah . 

. Pengembangan sistem informasi juga diperlukan dalam membangun 

kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan pertanian baik internal Departem<m Pertanian, antara pusat 

dehgan daerah, antar daerah dan lintas sektoral termasuk swasta. Pada era 

oton·oni daerah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi merupakan aspek penting, 

uritl!k itu kegiatan koordinasi dan singkronisasj harus terus dilakukah antar 

waktu. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) Tersedianya data dan infor,masi 

agribisnis yang akurat; (ii) Terbangunnya sistem informasi agribisnis yang tepat 

dan akurat; (iii). Terbangunnya jaringan kerja setiap pelaku agribisnis; dan (iv) 

Terbangunnya sistem koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan 

agribisnis baik internal o'epartemen Pertanian, antara Departemen Pertanian 

dengan lnstitusi lan terkait dan swasta, antara Pusat dengan Daerah, dan antar 

Daerah. 
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2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

a. Sub-Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 

Sistem ketahanan pangan dikatakan mantap apabila mampu memberikan 

jaminan bahwa semua penduduk setiap saat dapat memperoleh makanan yang 

cukup sesuai dengan normCl gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh dan 

produktif. Ketahanan pangan ditentukan oleh tiga indikator utama yaitu: (i) 

Ketersediaan pangan, (ii) Jangkauan pangan dan (iii) Kehandalan dari aspek 

ketersediaan dan aspek jangkauan tersebut antar wilayah dan antar waktu . 

Ketersediaan pangan merupakan syarat keharusan untuk menciptakan 

ketahanan pangan. Namun demikian tanpa diikuti ol_eh sistem distribusi yang baik, 

maka ketersediaan pangan nasional yang cukup belum tentu dapat menjamin 

ketahanan pangan rumahtangga, regional dan nasional. Dalam kaitan itu maka 

kebijakan penyediaan pangan harus meliputi bidang pengadaan pangan dan 

distribusi pangan secara terpadu dan harmonis. Kebijakan pengadaan pangan 

bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan, sedangkan kebijakan 

distribusi pangan diarahkan untuk mengelola distribusi yang menjamin kecukupan 

sediaan pangan di tingkat lokal sehingga dapat dijangkau oleh setiap rumahtangga. 

Secara teoritis, pengadaari pangan dapat dipenuhi melalui produksi domestik 

dan impor, namun bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan 

penduduk yang besar maka sedapat mungkin pemenuhan kebutuhan par;lgan 

diupayakan berasal dari produksi dalam negeri. Ketergantungan pangan terhadap 

impor akan menciptakan kerentanan ketahanan pangan nasional berkaitan dengan 

resiko dan ketidakpastian penyediaan pangan dunia dan pasar. Pengamanan 

produksi agar tidak tergantung kepada impor perlu terus diupayakan melalui 

peningkatan produksi beras dan sumber pangan lain. 

Peningkatan ketersediaan pangan dilakukan melalui: (i) Peningkatan produksi 

pangan pokok dan sumber bahan pangan potensial sesuai d~ngan sumberdaya 

lokal, baik nabati maupun hewani, (ii) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam 
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perencanqan, pelaksanaan. qan monitoring meliputi aspek ketahanan pangan 

tingkat rumahtangga, wilayah dan nasional, (iii) Pengembangan sistim distribusi 

sehingga bahan pangan tersedia dan terjangkau bagi seluruh rumahtangga qan (iv) 

Pengembangan koordinasi kebijakan ketahanan pangan. 

Sasaran yang ingin dicapai qcjalah: (i) Meningkatnya ~eanekaragaman 

produksi, konsumsi dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras, 
I 

serta meningkatnya konsumsi pangan . lokal non~beras, (ii) Meningkatnya 

ketersediaan pangan yang cukup yaitu ketersediaari energi untuk konsumsi 

minimal 2.550 kkal/kapita/hari, ketersediaan protein untuk konsumsi 55 

gram/kapita/hari, (iii) Meningkatnya proporsi bahan pangan hewqni; dan (iv) 

Meningkatnya keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat sepanjang waktu. 

b. Sub-Program Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Pangan 

Kelembagaan merupakan organisasi dan/atau suatu perangkat aturan yang 

mengatur atau mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Kelembagaan tersebut 

terbangun karena kepentingan bersama diantara individu/kelompok di 

masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan. 

Ketahanan pangan ·yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh partisipasi 

masyarakat!stakeholder. Dalam membangun ketahanan pangan terkait paling 

tidak tiga stakeholder yang berperan dan saling terkait, yaitu masyarakat yang 
,, I , • 

meliputi kelembagaan petani itu sendiri, lembaga ekonomi atau swasta dsm 
I ,(' 

pemerintah. 

Dalam kaitan itu, pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui: 

(i) memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kepekaan dan kebersamaan 

dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, (ii) memperkuat 

kelembagaan masyarakat (petani) dan (iii) memfasilitasi berkembangnya 

kemitraan yang saling menguntungkan dengan lembaga ekonomi/swasta seperti 

penggilingan padi, lembaga keuangan dan lainnya. 

Sasarari yang ingin dicapai adalah: (i) Berkembangnya lembaga ketahanan 

pangan di masyarakat; (ii) Berkembangnya usaha bisnis bidang pangan; (iii) 
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Berkembangnya kemitraar usaha. bidang pangan; (iv) Rendahnya variabilitas 

harga antar wilayah dan antar waktu; dan (v) Berkembangnya kemandirian 
. . 

masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan. 

c. Sub-Program Stabilisasi Produksi dan Penanggulangan Kerawanan 
Pangan dan Gizi 

Pengembangan pangari diarah~an untuk memperbaiki ~onsumsi pangan 
penduduk dengan gizi yang seimbang dan aman serta terjangkau demi 
menciptakan ketahanan pangan yang merupakan bag'ian integral dalam 
pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Kejadian bencana dalam 
bentuk bencana alam dan eksplosi Organisms Pengganggu Tanaman/ Hewan dan 
penyakit seringkali menimbulkan kerawanan pangan di masyarakat. Perhatian lebih 
besar . perlu diberika[l dalam penanggulangan kerawanan · pangan di daerah 
bencana tersebut. Pada bagian lain kerawanan pangan di masyarakat juga dapat 

terjadi akibat dari rendahnya daya beli (miskin), masalah dalam ketersediaan dan 
konflik di beberapa daerah. Dalam kaitan itu pula perhatian lebih besar perlu pula 
diberikan kepada daerah-daerah yang selama ini termasuk kategori daerah miskin, 
rawan pangan dan rawan gizi serta daerah perbatasan. 

Kewaspadaan pangan merupakan dapat diartikan sebagai kesiapan secara 
terus menerus untuk mengamati, menemukenali dan merespon masalah 
kerawanan pangan dan gizi. Antisipasi dan penanggulangan dilakukan melalui: 
(i) Pengembangan sistem deteksi dini dan perin~atan dini (peramalan .dan 
disseminasi informasi) terhadap bencana hama-penyakit, kekeringan, b9njir, · 

bencana alam dan daerah perbatasan, (ii) koordinasi penanggular:1gan 
kerawanan pangan; (iii) Perbaikan sistem sumberdaya pangan seperti irigasi, 
cadangan air (embung dll), dan (iv) Pengawasan dan perlindungan darurat 
masyarakat dalam kerawanan pangan. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya tingkat kerawanan pangan . 
yang digambarkan dengan (i) Terdeteksinya indikator kerawanan pangan dan 
gizi secara dini dan (ii) Berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi di 
masyarakat. 
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. VI. MANAJEfiJIEN PEMBANGUNAN PERTANIAN 
; • • ~ ' ! 

6.1. Kewenangan 

Manajemen pembangllnan pertanian di pusat dan daerah .didasarkan atas · . . ~ . : . . . . ' " 

kewenangarJ yang diatur dalam UU No 22/1999 oanUU No 25/1999. Penjabaran 

program ·per:nbangunan pertanian diletakkar ~esuqi dengi=m · kewenangan 

· pemerintah dengan lebih · niemperikan -· peluang · kepada · partisipasi aktif 
' · ' o • 'I I ' 

masyarakat (petanj dqn swasta). Berqasarkan UU No ~2 Tahun 1999 dan 

Peratui"Cjn · Pemerintah No· 25 Tahun 2000, telah ditetapkan · batas-batas 

kewenan~an p~merintah diti[lgkat pusat, propinsi, dan kabypaten/kota. 

1. Kewenangan Pem~rihtah Pusat 

Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerint~han Daerahdan 

perqturan pemerintah No 25 Tahun 2000tentang_KewenanQan Pemerintah dan 

Kewenangan propinsi sebagai daerah. otonom .telah menetapkan kewenangan 

pemerintah pusat yaitu dalam bidang politik luar negeri, pert(iihanan keamanan, 

peradilqn, moneter dan fiskal, agama. Hal yang lebih rincj yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat adalah ·kebijakari teritang perencanaan nasional 

dan pengendalian p~mbangunan nasional secara . makro,_'dana perimbangan 

keuangan~ sisfem administrasi negara dan lembaga perekonomia·n negara, 

pembina~n d~m pemb~rdayaan sumberdaya manusia, pendayaguriaah 

sumberdpya a lam · serta . .teknologi .. tingQi yang strategis, konservasi; dan 

standardisasi nasional. 

_ Secara garis besar kewenangan pemerintah pusat dibidang pertanian 

terbatas kepadq aspek pehgaturan, penetapan standar, pedoman dafl norma. 

Kewenangan pemerintah pusat . di · · bidang · pertanian dan perkebt.man 

sebagaimana tercantum dalan Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampi ran 3 dan 
Lampiran 4." 
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2. Kewenangan Propinsi 

Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 9 Undang-undang No 22 Tahun 1999 mencakup bidang 

pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta bidang pemerintahan 

tertentu lainnya. Selain itu, propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak 

atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. 

Kewenangan propinsi dalam bidang pertanian dan perkebunan seperti 

dalam pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tercantum 

dalam Lampiran 5 dan Lampiran 6. 

3. Kewenangan Kabupaten/Kota 

Uridang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada 

dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pada daerah otonom 

kabupaten/kota. Penetapan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom, dimaksudkan 

untuk menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai 

daerah otonom. 

Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 22 Tahun 1999, 

kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang wajib 

dilaksanakan oleh kabupaten/kota, artinya kewenangan tersebut tidak dapat 

dilimpahkan kepada propinsi. Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada 

kabupaten/kota, maka kewenangan yang dimiliki kabupaten/kota lebih banyak 

bersifat pelaksanaan dan jumlahnya sangat banyak di luar kewenangan yang 

dimiliki oleh pusat dan propinsi sebagai daerah otonom. Rincian Kegiatan 

Kewenangan Kabupaten/Kota bidang pertanian dan perkebunan dirumuskan 

sebagaimana tercantum Lampiran 7. 
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6.2. Mekanism~ Manajemen 
'' ' 

1. PerencClnaan 

Mek?nisme perencanaan · ke depan· merupakan. penyempur[laan .dari 

mekanisrpe -yang berj~lan ·disesuaikafl det:Jgan dinamika yang ITlengarah kepada 

demokrasi~ partisipasi~ transparansi, qesentralis<;~si otonomi daerah qan. good 

goveman,ce. 
. . . 

_Salah ~atu kelef11aha'l dar! pelak~~n~an pembangunan pertanian masa 

lalu adalah rencanq kegiata~ yang dirancang belum sinkron, bajk ditingkat pusat 

maupun antara pusat'dengan qaerah .. Di ting~at pusat pad a lingklip departemen . 
' . . ' { . 

pertanian, sinkronisasi kegiatan antar Eselon I menjadi sangat relevan sejalan 

dengan struktur Eselon I yarig didasarkan atas f~ngsi. Progr~~ dan . kegiatan 

masing-masing Unit Eselort .I merupakan ko.mponen integral dari ·program dan 

kegiatan pembangunan pertanian secara utuh. 

Sinkronisasi progr~m dan kegiatan antara sektor pertanian dengan sektor 
. ' : . . . ' 

diluar pe'rtanian terkait juga harus dilakukan baik ditingkat pusat maupun di 

daerah. Sinkronisasi juga perlu dilakukan antara pusat dengan daerah dan ·antar 

daerah otonom. Sinkronisasi . dan koordinasi perencanaan · dan kegiatan 

dilakukan melalui Forum ~ordinasi Pemb~mguna~ Pertanian tjrgkat pusat dan 

tingkat regional. 

Perencanqan pemb::mgunari pertanian di tingkat kabupaten/kota, propirfsi 

dan pusat terangkum dalarn Gambar 2 dan secara garis besar qilakukan me!alui 

mekanisme sebagai berik~t 
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Gambar 2. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pertanian 

RANCANGAN 
.KEGIATAN 
ESELONI 

RANCANGAN 
KEGIATAN 

DEPARTEMEN 

TERKAIT 

·i--------------···""""'""""'''""""""""""""""""""""''~ 

...... _ .. , f'"" ............................................... . 

KOORDINASI 
PROPINSI 

RAKORBANG TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

RANCANGAN 
KEGIATAN 
ESELON I 

KEBIJAKAN 
NASIONAL 

PERTANIAN _-

.................................................... ; ..... ~ ..... ! 

PRIORITAS 

............................. RAKQRJl..AN.G.-.. Il.N.G.KAI .. PRQP.IN$.1 ................................................................. . 

a. Perencanaan Tingkat Kabupaten /Kota. 

Perencanaan kegiatan pembangunan pertanian tingkat Kabupaten/Kota 

disusun melalui mekanisme sebagai berikut: 

1. ldentifikasi seluruh potensi wilayah mulai dari sumberdaya alam, manusia, 

kapital, kelembagaan dan potensi pasar. 

2. Evaluasi kinerja dan hasil pembangunan pada tahun sebelumnya 
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3. . Akomodasi usulan dari rencana pembangunan pertanian dari setiap 

kecamata.n di wilayahnya dan aspirasi stakeholders 

4. Mengacu kepada pol a dasar dan program pembangunan daerah serta tata 

ruang wilayah Kabupaten/Kota 

5. Mengacu kepada rencana strategis pembangunan pertanian tingkat 

kabupaten, propinsi, nasional dan acuan pembangunan nasiona! (GBHN), 

serta kebijakan khusus. 

6. Rencana kegiatan dituangkan dalam bentuk dokumen rencana strategis 

pembangunan pertanian Kabupaten/Kota 

7. Kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas pengembangan termasuk 

pelaku pembangunan dan sumber pembiayaannya. 

8. Perencanaan pengembangan digambarkan dalam peta pengembangan 

yang jelas sehingga koordinasi kegiatan antar sektor dapat disinkronkan di 

daerah pengembangan 

9. Mekanisme penyusunan rencana pemb~mgunan pertanian tingkat 

kabupaten dilakukan melalui forum Kordinasi Pembangunan Pertanian 

(Rakorbang) Tingkat Kabupaten/Kota. 

b. Perencanaan Tingkat Propinsi 

,(· 

Perencanaan kegiatan pembangunan pertanian tingkat Propinsi disusun 

melalui mekanisme sebagai berikut: 

1. ldentifika~i seluruh potensi wilayah mulai dari sumberdaya alam, manusia, 

kapital, kelembagaan dan potensi pasar. 

2. Evaluasi kinerja dan hasil pembangunan pada tahun sebelumnya 

3. Akomodasi usulan dari rencana pembangumin pertanian dari setiap . 

Kabupaten I Kota dan aspirasi stakeholders 
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4. Mengacu kepada pola dasar dan program pembangunan daerah serta tata 

ruang wilayah Propinsi 

5. Mengacu kepada rencana strategis pembangunan pertanian tingkat 

propinsi, nasional dan acuan pembangunan nasional (GBHN), serta 

kebijakan khusus. 

6. Rencana kegiatan dituangkan dalam bentuk dokumen rencana strategis 

pembangunan pertanian Propinsi 

7. Kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas pengembangan termasuk 

pelaku pembangunan dan sumber pembiayaannya 

8. Perencanaan pengembangan digambarkan dalam peta pengembangan 

yang jelas sehingga koordinasi kegiatan antar sektor dapat disinkronkan di 

daerah pengembangan 

9. Mekanisme penyusunan rencana · pembangunan pertanian tingkat 

kabupaten dilakukan melalui forum Kordinasi Pembangunan Partanian 

(Rakorbang) Tingkat Propinsi 

c. Perencanaan Tingkat Pusat 

1. Tingkat pusat menyusun perencanaan pembangunan pertanian nasional 

yang mencakup tata ruang pembangunan pertanian, kajian yang bersifat 

makro dan penentuan kebijakan dalam meningkatkan daya saing nasional 

serta kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan pusat. lnformasi lintas 

wilayah ini menjadi masukan bagi daerah dalam menyusun kebijakan 

daerah. 

2. Tingkat pusat juga melakukan analisis keseluruhan rancangan 

pembangunan · pertanian tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten I kota 

yang merupakan bahan dasar bagi penyusunan rancangan kegiatan 

pembangunan nasional di tlngkat pusat. 
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3. Rancangan pembangunan pertanian nasional merupakan rangkuman 

rancangan pembangunan pertanian daerah dengan memperhatikan 

rancangan kegiatan pembangunan sector diluar pertanian terkait dan 

kebijakan pertanian nasional dengan mengacu/selaras dengan program 

pembangunari pertanian nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN, 

Propenas dan Repeta Nasional. 

4. Rancangan pembangunan pertanian nasional tersebut selanjutnya 

dijabarkan dalam dalam rancangan kegiatan pembangunan pertanian 

setiap eselon I sesuai dengan tugas fungsi masing masing eselon I. 

5. Rancangan pembangunan nasional dijabarkan dalam rencana kegiatan 

sesuai dengan kewenangan dalam UU 22/1999 dan PP 25/2000. 

6. Sesuai dengan azas dekonsentrasi dan berbantuan, maka · rancangan 

kegiatan pusat yang dilaksanakan oleh daerah harus tetap dalam kerangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh pusat dan daerah 

dalam rapat koordinasi. 

Siklus perencanaan pembangunan pertanian di tingkat kabupaten/kota, 

propinsi dan pusat serta keterkaitannya dengan sumber pembiayaan tergambar 

pada Lampiran Gambar 1. 

2. Organisasi 

Pengorganisasian kegiatan pembangunan pertanian diselaraskan de(lgan 

Undang-undang Nomor 22 ·tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Di tingkat 

daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota), penyusunan perencanaan dan kegiatan 

pembangunan pertanian dikoordinasikan oleh Bappeda. Pendelegasian kegiatan 

dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan pertanian disesuaikan dengan 

struktur organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) 

berdasarkan kewenangan otonomi daerah yang diatur oleh UU No 22 tahun 

1999 tersebut. 
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Peran Bappeda dalam koordinasi pembangunan pertanian mencakup: 

1. Keterpaduan antar kegiatan/proyek untuk menjamin keterkaitan dan 

ketepatan pencapaian sasaran kegiatan pembangunan pertanian. 

2. Keterpaduan dalam wilayah dan komoditas. 

3. Keterpaduan sumber pembiayaan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan 

anggaran pembiayaan dari pusat (APBN)," OAK, Pemda (APBD, DAU), 

swasta, masyarakat dan lembaga keuangan lainnya. 

Di tingkat Pusat kegiatan pembangunan pertanian dikoordinasikan oleh 

Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian (cq Biro Perencanaan dan 

Kerjasama ~uar Negeri). 

3. Pelaksanaan 

Pada hakekatnya, pembangunan pertanian/agribisnis tidak mengenal 

batas-batas administrasi pemerintahan (kabupaten, propinsi) dan bersifat lintas 

sektoral. Untuk itu diperlukan adanya sinkronisasi kegiatan pembangunan 

pertanian dari kepentingan setiap komponen yang terlibat. 

Sinkronisasi kegiatan pembangunan pertanian mencakup: (1) Sinkronisasi 

antar Eselon I lingkup Departemen Pertanian pada level pusat termasuk dengan 

Atase Pertanian di Luar Negeri (2) Sinkronisasi bidang pertanian antara Pusat 

dan Daerah, (3) Sinkronisasi antara Departemen Pertanian dengan Departemen 

lain pada level Pusat dan stakeholders, (4) Sinkronisasi antar Dinas di Daerah 

(Propinsi dan Kabupaten/Kota) di bidang pertanian, dan (5) Sinkronisasi antar 

daerah/wilayah (antar Propinsi, antar Kabupaten, antara Propinsi dan 

Kabupaten). 

Kegiatan sinkronisasi diarahkan untuk membangun komitmen dari setiap 

stakeholder dalam pembangunan pertanian. Langkah-langkah yang perlu 

dilakukan dalam membangun komitmen adalah: (1) Sosialisasi program 

pembangunan pertanian (information sharing), (2) Penyusunan perencanaan 
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terpadu yang disepakati (commitment and sharing investment), (3) Membangun 

net-working and sharing diantara stakeholders pembangunan pertanian, dan (4) 

Penyusunan 'C3Ction plan secara terpadu. 

4. Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan 

Monitoring pada dasarnya adalah suatu pengamatan atau pengecekan 

terhadap kegiatan, aktivitas, hasil dan dampaknya. Tujuan monitoring adalah 

untuk: (1) menjamin bahwa masukan (input), jadwal pelaksanaan dan keluaran 

(output) yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana, (2) menyediakan 

data penggunaan input, aktivitas, dan hasil, dan (3) menghindari terjadinya 

penyimpangan terhadap tujuan dan hasil yang diharapkan. 

Pengendalian pada prinsipnya adalah merupakan upaya tindakan 

pengawasan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar. 

berjalan sesuai dengan tujuan secara effektif dan efisien. 

Monitoring dan pengendalian merupakan bagian dari siklus manajemen 

perencanaan. Hasil monitoring dan pengendalian bermanfaat sebagai upaya 

perbaikan bagi kegiatan berjalan dan sekaligus sebagai masukan bagi 

perencanaan kegiatan ke depan. 

Kegiatan · monitoring dan pengendalian pembangunan . pertanian 

dilaksanakan oleh setiap tingkatan administrasi sesuai dengan kewenangan 

yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999. Untuk menjamin transparansi dan 

akuntabilitas publik, monitoring. dan pengendalian harus melibatkan semua 

stakeholders (petani, swasta, masyarakat umum, LSM dan pemerintah) 

pembangunan pertanian. 
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VII. PENUTUP 

Sasaran · pembangunan pertanian diarahkan kepada peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat tani. 

Oalam pencapaian sasaran tersebut kebijakan dan strategi pembangunan 
pertanian dilakukan melalui pengembangan sistem dan usaha-usaha agribisnis 
secara utuh dan terpadu. Reformasi pembangunan mengamanatkan bahv.ra 
pembangunan dilaksanakan dalam rangka peningkatan sebesar-besarnya 
partisipasi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam memfasilitasi, 
mendorong dan memberdayakan kemampuan dan kreatifitas masyarakat. 

Mengacu kepada visi, strategi dan kebijakan pembangunan pertanian, 

maka program pembangunan pertanian tahun 2001-2004 mencakup Program 
· Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Parigan. 

Sasaran dari Program Pengembangan Agribisnis adalah berkembangnya setiap 
sub sistem agribisnis secara seimbang dan berkembangnya usaha-usaha 
agribisnis; sedangkan sasaran dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan 
adalah dicapainya ketersediaan pangan secara cukup dan beragam pada tingkat 

nasional dan masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
mewujudkan ketahanan pangan. 

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pertanian ke depan dirancang 
sebagai penyempurnaan dari mekanisme yang telah berjalan disesuaikan 
dengan dinamika yang terjadi. Program pembangunan pertanian dirancang dan 
disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan dari masing-masing da!=rah. 
Perencanaan Pembangunan Pertanian dilakukan secara bottom-up de·ngan 

didasarkan pada Master Plan pembangunan pertanian dari setiap daerah pada 
masing-masing tingkatan (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional). Dalam 
pencapaian keserasian pembangunan pertanian antar pelaku pembangunan dan 
stakeholders, antar daerah dan antar waktu, dibentuk Forum Sinkronisasi 
kegiatan pembangunan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis tingkat 
nasional dan regional yang melibatkan setiap pelaku agribisnis. Program 
Pembangunan Pertanian 2001-2004 ini pelaksanaannya akan sangat tergantung 
dari komitmen seluruh stakeholders dan pihak-pihak yang terkait dalam 

pembangunan pertanian. 
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Lampiran Tabel 1. Matrik pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis · 

Tujuan Kegiatan Utama lndikator Kegiatan Operasional Tahun 
2001 2002 2003 2004 

Berkembangnya Sub- Mengembangkan • Meningkatnya bisnis ~ Melakukan 'rapid appraisar situasi XXX X X X 
sistem agribisnis hulu Sarana Dan sarana/ kios saprodi sarana dan prasarana 

Prasarana • Meningkatnya sarana Mendorong pengembangan kios XXX. XXX XXX XXX 
Penunjang irigasi saprodi 

• Meningkatnya akses . Mengintensifkan penggunaan air XXX XXX XXX XXX 
permodalan . Mendorong tumbuhnya sarana XXX XXX XXX XXX 

• Berkembangnya UPJA pengairan swadaya 
XXX ·XXX XXX XXX • Berkembangnya industri .. Menc!orong pengembangan sistem 

bibit/benih. kredit mikro pedesaan 
Mendoron·g pengembangan UPJA XXX XXX xxxx XXX . Perumusan kebijakan XXX XX X X 

fo Mendorong • Meningkatnya • Pengembangan standar bibit unggul XXX XX XX X 
Peningkatan penggunaan bibit/benih ~ Mendorong penyediaan bibit unggul XXX XXX XXX XXX 
Penggunaan Bibit bermutu dengan harga terjangkau 
.Unggul • Meningkatnya produksi ~ Promosi penggunaan benih/bibit XXX XXX XXX XXX 

dan mutu bibit termasuk berlabel 
pangan/ternak ~ Menumbuhkan penangkar-penangkar XXX XX XX XX 

• Berkembangnya industri bersertifikat 
penangkar bibit/benih 1- Perumusan kebijakan XXX XX X X 

Berkembangnya Sub- • Meningkatkan • Meningkatnya produksi 1- Men'dorong penerapan teknologi XXX XXX XXX XXX 
~istem agribisnis on-farm Produksi Pertanian pertanian 1% per tahun optimasi pemanfaatan lahan dan air 

• Menurunnya impor produk ~ Mendorong peningkatan fungsi XXX XXX XXX XXX 
pertanian penyuluhan 

• Meningkatkan produksi ~ Penyusunan perundangan berkaitan XX XX XX XX 
sesuai permintaan pasar dengan reservasi Ia han. pangan 

1- Perumusan kebijakan XXX XX X X 



~ Meningkatkan Meningkatnya produktifitas ~ Penerapan teknologi on-farm (alsin, XXX XXX XXX XXX 
· Produktivitas Meningkatnya intensitas benih/bibit, PHT dsb.) 

pemanfaatan lahan ~ Peningkatan penyuluhan XXX XXX XXX XXX 
~ Mendorong perbaikan sistem panen XXX XX X X 
io Perumusan kebijakan pendukung XXX XX X X 

. Mendorong ~ Berkembangnya sentra- io ldentifikasi sentra komoditi unggulan XXX XX X X 
Pengembangan sentra produksi komoditas sesuai potensi wilayah dan permintaan 
Komoditi Sesuai unggulan pasar 
Potensi Wilayah io Memberikan asistensi kepada daerah XXX XXX XXX XXX 

untuk mendorong kegiatan tsb. 
lmplementasi kegiatan bersama XXX XX X X 
pemerintah daerah 
Perumusan kebijakan XXX XX X X 

Berkembangnya Sub- • Mendorong Berkembangnya industri Melakukan 'rapid appraisal' situasi XX XX X X 
sistem Pengolahan Pengembangan pengolahan skala rumah industri pengolahan 

Usaha-Usaha tangga·dan menengah ldentifikasi daerah-daerah potensil XX XX X X 
Pengolahan ~ Menurunnya kehilangan untuk industri rumah tangga 
Termasuk Pangan pasca panen ldentifikasi kelompok-kelompok binaan XXX XX X X 
Penanganan jo Meningkatnya bisnis dan mengembangkan perusahaan 
Kehilangan sarana lumbung desa 

t 

Pengembangan rencana usaha XXX XX XX X 
Pascapanen io Berkembangnya sarana Mendorong kerjasama dengan pihak XXX XX X X 

pengeringan dan luar negeri 
XXX XXX XXX penyimpanan Perbaikan kinerja sarana pascapanen XXX 

• Meningkatnya bisnis Perumusan kebijakan XXX XX X X 
' sarana pengolahan Mendorong pengembangan lumbung 

• Berkembangnya de sa XXX XXX XXX XXX 
terminal/sub-terminal . Mendorong pengembangan sarana 
agribisnis pengeringan dan penyimpanan XXX XXX XXX XXX 

io Mendorong bisnis sarana pengolahan XXX XXX XXX XXX 
io Mendorong pengembangan XXX XXX XXX XXX terminal/sub-terminal agribisnis 



0\ 
00 

Berkembangnya Sub-
~istem Pemasaran 

• Mendorong lndustri 
Penunjang Agribisnis 

~ Mendorong 
Pengembangan 
Pasar Domestik Dan 
Ekspor 

Mengembangkan 
Sistem Distribusi 
Pangan 

• Ber~embangnya industri 
pengemasan . 

. 
• Membaiknya Posisi Tawar ~ 

Petani 
~ Meningkatnya organisasi/ ~ 

lembaga pemasaran 
~ Meningkatnya perlindungan ~ 

perdagangan yang adil ~ 
~ Meningkatnya perbaikan 

mutu 
~ Meningkatnya promosi 

. 

. 

~ Membaik dan meratanya ~ 
distribusi pangan 

~ Meningkatnya ketersediaan ~ · 
pangan 

~ 

ldentifikasi jenis usaha pengemasan 
Kordinasi dengan instansi terkait dan 
swasta/investor 
Perumusan kebijakan 

ldentifikasi prospek pasar bagi produk 
primer .dan olahan 
Mendorong pengembangan lembaga 
pemasaran 
Evaluasi sistem tarif dan nonotarif 
Promosi perbaikan mutu 
Promosi perbaikan struktur pasar 
Mendorong kemitraan usaha termasuk 
aliansi strategis 
Pengembangari informasi pasar 
Memantau peluang-peluang pasar 
ekspor (market intelligence) 
Menggalakkan promosi pasar 
Perumusan kebijakan 

ldentifikasi daerah-daerah defisit dan 
surplus pangan 
Rancangan pola distribusi dan 
kebijaksanaan 
Membangun sistem jaringan panga·n 
nasional 

XX X X X 
XXX XX XX X 

XXX XX X X 

XXX XXX XXX XXX 

XX XX XX XX 

XXX XX XX X 
XXX XX XX XX 
XXX XX . XX XX 
XXX XXX XXX XXX 

XXX XX XX XX 

XXX XXX XXX XxX 

XXX XXX XXX XXX 
XXX XX X X 

XXX XX X .X 

XX XX X .X 

XX XX X X 



Berkembangnya Sub-· Je Penelitian Dan 

'" 
Berkembangnya teknologi 1- Melakuka·n inventory semua sub-sistem XXX XX X X 

~istem Penunjang . Pengembangan alsintan dan benih/bibit penunjang yang ada 
Teknologi Alsintan unggul 

'" 
Meneliti dan mengembangkan XXX XXX XXX XXX 

Dan Benih/Bibit teknologi alsintan dan benih/bibit 
Unggul unggul 

Je Mengembangkan 

'" 
Berkembangnya teknologi 1o Merigembangkan teknologi on-farm XXX XXX XXX XXX 

Teknologi On-Farm on-farm dan off-farm dan off-farm spesifik lokasi 
Dan Off-Farm spesifik lokasi 
Spesifik Lokasi 

Je Penelitian Sosial ~o· Rumusari kebijaksanaan . Monitoring dinamika ekonomi 
Ekonomi Budaya .pembangunan pertanian pedesaan dan merumuskan XXX XXX XXX XXX 
Dalam-Merumuskan nasional dan daerah kebijaksanaan pembangunan pertanian 
Kebijakan nasional dan daerah 
Pembangunan 
Pertanian Nasional 
Dan Daerah 

Je Mengembangkan 

'" 
_ Membaiknya efisiensi . ldentifikasi profil perusahaan- XXX XX X X 

Manajemen. · sistem dan perusahaan- perusahaan agribisnis termasuk P4K, 
Agribisnis perusahaan agribisnis dan -melakukan pembinaan manajemen 

1- Merumuskan model-model 
kelembagaan agribisnis yang XXX XX X X 
terintegrasi 

1o Mengembangkan ~ Tumbuhnya sistem 

'" 
Mengembangkan sistem penyuluhan. 

Sistem Penyuluhan penyuluhan agribisnis agribisnis yang tangguh XXX XXX XXX XXX 
Agribisnis Yang yang tangguh 

'" 
Memperkuat kemampuan SDM 

XXX XXX XXX XXX Tangguh penyuluh 

1- Mengembangkan · ~ Berkembangnya sistem Je Memperkuat sistem kelembagaan 
XXX xXx XXX XXX Sistem kelembagaan petani yang petani 

Kelembagaan Petani ju·ga melakukan kegiatan Je Mendoron·g kelembagaan petani untuk XXX XXX xxx. XXX Untuk Menjadi · di hulu dan hilir melakukan aktivitas di hulu dan hilir 
Pelaku Agribisnis Di 
Hu~Dan Hilir 

., 



1- Mengembangkan 
Sistem Data Dan 
lnformasi Untuk 
Monitoring 
Pembangunan 

ersedianya Sistem Mengembangkan 
lnformasi Agribisnis Sistem lnformasi 

Agribisnis 

Berkembangnya 1- Melaksanakan 
Perusahaan Agribisnis Pelatihan-Pelatihan 

Agribisnis 
1- Mendorong 

Tumbuhnya 
Kelembagaan 
Ekonomi Agribisnis 

1- Mendorong Usaha-
Usaha 
Pengembangan 
Agribisnis Lokal 

Catalan. x:~:x) Pnontas pertama 
xx) Prioritas kedua 
. x) Prioritas ketiga 

. Berkembangnya sistem 
data dan informasi yang 
tangguh antar pusat-
daerah untuk mendukung 1-
pembangunan pertanian 

-~ 

~ Memberikan dukungan . 
pengembangan agribisnis 

~ 

~ 

~ Meningkatnya 1-
keterampilan usaha 
agribisnis ~ . Terbentuknya pengusaha-
pengusaha agribisnis yang • 
tangguh 

~ Berkembangnya . 
kelembagaan dan usaha 
agribisnis . 

. 
~ Berkembangnya usaha- 1-

usaha agribisnis lokal ~e. 

1-
1-

Mengembangkan sistem.data dan XXX XXX XXX XXX 
informasi pertanian untuk monitoring 
pembangunan pertanian 
Melakukan perbaikan metode XXX XXX XXX XXX 
pengumpulan data 
Mengembangkan sistem analisis dan XXX XXX XXX XXX 
proyeksi terhadap data yang terkumpul_ 

Mengembangkan sistem informasi XX XXX X X 
agribisnis nasional 
Melakukan pemantauan situasi XXX XXX XXX XXX 
agribisnis domestik. dan global 
Melakukan penyebarluasan informasi XXX XXX XX XX 
agribisnis melalui web-site 

fv1elakukan 'rapid appraisaf situasi XXX XXX XXX I XXX perusahaan agribisnis 
Mengintensifkan pelatihan-pelatihan XXX XXX XX XX 
agribisnis 
Mendorong kerjasama dengan XXX XXX XXX XXX 
pengusaha luar negeri 
Mengembangkan pilot project XXX XX X X 
agribisnis 
Meningkatkan peserta P4K menjadi XXX XXX XXX XXX 
pengusaha-pengusaha agribisnis 

XXX Perumusan Kebijaksanaan XX X X 

ldentifikasi peserta pengusaha lokal XX X X X 
· Bantuan teknis perumusan rencana XX XXX XXX X 
bisnis 
Pelatihan-pelatihan XXX XXX XXX Xxx 
Perumusan Kebijaksanaan XXX XX X X 
Pengembangan UKM 



Lampiran Tabel 2: Matrik Pengembangan Peningkatan Ketahanan Pangan 

Tujuan Kegiatan Utama lndikator K_egiatan Op_erasional Tahun 
2001 2002 2003 2004 

Meningkatkan Peningkatan ~ Meningkatnya produksi ~ Pengembangan produksi pangan beras XXX XX XX X 
ketersediaan pangan Produksi Beras beras secars berkelanjutan~ Kebijakan harga pangan XX XX XX X 

• Menurunnya impor bahan ~ Pengembangan pengelolaan stok XXX XX X X 
pang an pangan di masyarakat termasuk 

pengembangan lumbung desa 
~ Penyusunan perundangan berkaitan X X XXX X 

dengan reservasi lahan pangan 

Mengembangkan ~ Peningkatan 1- Meningkatnya produksi Pengembangan produksi pangan non- XXX XXX X X 
diversifikasi pangan Produksi Karbohidrat sumber_ pang an non-beras beras 

Non-Beras . Pengembangan produk olahan pangan X X XXX XX 
karbohidrat dan protein untuk 
meningkatkan daya tarik pangan non-
beras 

Meningkatkan . Turunnya konsumsi dan . lnventarisasi dan evaluasi sumberdaya XX XX X X 
Diversifikasi Pangan impor beras pangan non-beras potensial 

.Dan Penurunan . Berubahnya pola . Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya XX XX X X 
Konsumsi Beras konsumsi ke arah non- mendukung ketahanan pangan 

beras ~ Pengembang·an bibit pangan non-beras XXX XXX XXX XXX . Pengembangan teknologi pengolahan XX XX X X 
pangan 

XXX XX XX ~ Kebijakan harga pangan X 
~ Melakukan kampanye XXX XXX XXX XXX 

penganekaragaman makanan 

Mengembangkan Pengembangan Dan • Semakin mudahnya ~ ldentifikasi bentuk kelembagaan pangan XX .XX X X 
Kelembangan Pangan Pemantapan pengelolaan dan kontrol ~ Mengembangkan cirganisasi XX X X X 

Kelembagaan pangan masyarakat di bidang pangan 
Pangan . Tumbuhnya kelembagaan ~ Pengembangan pengelolaan stok XXX XX ·x x· 

pangan pangan masyarakat 



Mengembangan usaha ~ Pengembangan 
pengolahan pangan Usahan Dan 

Kelembagaan Usaha 
Pengolahan Pangan 

Catalan: xxx) Prioritas pertama 
xx) Prioritas kedua 
x) Prioritas.ketiga 

Berkembangnya industri 
dan usaha pengolahan 
pang an 

• Meningkatnya Partisipasi 
masyarakat dan swasta 
dalam investasi dan 
pengembangan usaha 
pengolahan pangan 

~ Berkembangnya teknologi 
pengolahan pangan 

. Penerap,an kebijakan usaha pengolahan 
pangan berorientasi pasar . Penataan struktur pasar pangan 
Penegakan hokum untuk menjamin 
usaha pengolahan pangan yang 
kompetitif dan adil 

~ Penyusunan peta informasi potensi 
pengembangan usaha pengolahan . 
pang an 

~ Pengembang'an kemitraan usaha di 
bidang pemgolahan pangan 

~ P engembangan· ind ustri pengolahan 
pangan skala rumah tangga, kecil dan 
menenQah 

XXX XX X X 

X X XXX X 
X X X XXX 

XXX XX X X 

X XX XXX X 

X XXX XX X 



. . 

·Lampiran 3. Kewenangan Pemerintah Pusatdi Bidang Pertanian · 
Sebagaimana Tercantum Dalam Pasa/2 ayat (3) PP 25 
Tahun 2000. · 

. . . . 

1. Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih atau bibit dan penetapan 
. . . 

pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihari pertanian. 

2. Pengaturan · dan · pengawasan produksi, peredaran, penggunaan ·dan 

pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, 

faksin, sera, antigen, ·semen beku dan embrio ternak. 

3. Penetapan stan dar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian. 

4. Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong 

hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu. 

5. Penetapan norma dan standar pengi:\daan pengelolaari dan distribusi bahan 

pangan. 

6. Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan 

hewani. 

7. Penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian. 

8. Pengaturan dan .pen eta pan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan 

hewan. 
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• • ' • •--, ,-••• --.-•• --·-"":""••' -···- • ··- •••.•-,-.- • " •• T • • • ' ''-• 

•- · Lampi rem 4. •- • Ke~enangan pemerintah Pusat di Bi(jc;tng Perke~Lin~n; • ·- • · · 
· Sebagaimana ·T$rcantum . dalam ,Pasal 2 ayat (3) PP No. 25 
- Tahuri 2000 .· · · · · ·· · · · 

. . 

. . . . . ; . . ' . ' . . . . . . . . - -. . . ~- .. 

1. Penetapan kriteria dar standar pengurusan ~m~al perkebunan 

2. Periatapan kriteria da11 standar periji.nan usah~ perkebun.an. · 
; - . . ~ . . . ' ' . . . . . ~ 

3. Penetapan kriteria da~. staridar produksi;. pengolahan,. pengerdqlian. mutu, 

pemasarari, dan peredarari hasjl perkebunan fermasuk --perbenihan, pupuk 
dan pf3stisida· tanaman perkebun-~n. . -- . 

1 , • ' 1 ( ' • ' • 

4 .. Penetapa11 . kriteria · ·dan standc:tr . pengelolaan yang .m~liputi -· rencana 

pengelolaan, pemanfaatan, ·· pemaliharac:m; rehabilita.si, pem\.llihan, 

perigawasa'n· dan pen~endalian area!' perkebunan. 

5, Penetapan kriteria dan standar kon~ervasi sumberdaya alam hayati dan 

ekosistemnya yang me'liputi perlindungan, . pe'ngawetan dan pemanfaatan .. 

secara lestari di bidang perkebunan: 

6:· 'Penetapan kriteria ·dan standar' dalam penyeleriggaraari pengamanan dan 

penanggulangan bencana pada areal perkebunan. 
. . . ' . 

7. Penyusurian . rericana . makro -.perkebunari 'nasional sert~. ·pola . umum 

· rehabilatasi lahan, konservasi -tanah, dan penyusunan perwilayah; desain 

pengendalian lahan; dan industri primer perkebunan. · 
. . . . . ~ . 

8. Kewenangan lain yang melekat. dan telah 9ilaksanakan ~esuai d~n~;:fari 
ketentuan peraturan ·per~ndang-undangan ·yang berlaku, yaitu penetapan 

standar jenis dan.kualitas komoditi inipor dibidanQnya, 
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Lampi ran 5. Kewer]angan Propinsi di Bidang Pertanian Seb~gaimana Tercantum 
Dalampasa/3 ayat (5). PP 25 Tahun 2000. · 

1. Penetapan standar pelayanan minimal 0 dalam bidang pertanian yang 
wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. 

2. Penetapqn standar pembibitan/perbenihan pertanian. 

3. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewari, rumah sakit 

hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu. 

4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparat 

pertanian teknis fungsional, ketrampilan, dan diklat kejuruan tingkat 
menengah. 

5. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi. 

6. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang 
pertanian. 

7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan 

penyakit menular dibidang pertanian lintas Kabupaten/Kota. 

8. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian. 

9. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan 
Kabupaten/Kota. 

10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas 
Kabupaten/Kota. 

11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu 

tumbuhan, hama, dan penyakit dibidang pertanian. 

12. Pengaturan penggunaan air irigasi. 

13. Pemantauan, 
0 

peramalan dan pengendalian serta penanggulangan 

eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan periyakit di bidang 
pertanian. 

14. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi 

perikanan serta sumberdaya perairan lainnya. 

15. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di 
darat. 

16. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat. 
0 
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. . . 

: ~ewenangan Daerc:th Otonomi Prppjnsi di !3idang Perkebunan 
Sebagaimana · Tercanturll· Dalam · Pasal_ 3 . ayat (5) PP, No. 25 
Tahun2000 ·. · · · · · · · · · 

•: . . . . . . . .·, . . .·. . 

1. Pedoman penyelenggaraan inv~stasi qan·pemetc:1~m kebun ... 

2.· Penyelenggaraan pembentukari dan perwi!ayahan areal per~ebunan ljntas 
Kabupaten/Kota · · · · · · 

3. Peny4sunan perwilayahan, .design,· pengendal.ian I allan dan industri primer 

bidang perkeQunan lintas Kabupaten/Kota · 

4. · Penyusunanrencanamakro perkebunan lintas Kabupaten/K.9ta .. · 

5. · Penyelenggaraan perizinan usaha 'perkebunan lintas KabupatenfKota .. 

6. Pengawasan perbenihan, pupuk, · pestisida, .. alat dan mesin di bidang 

perkebunan · 

7. Pelaksanaan pengam(3tan, peramalanorganisrne perigganggu:tumbuhan dan 

pengendalian hama terpadu tanarnan perkebunari. · 

8. Penyelenggaraan dan . pengawasan atas • rehabilitasi, reklaniasi,. sistem . 

silvikultur, budidaya dan peiigolahan .. 

. '.· 
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· Lampiran 7. Rancangan Kegiatan Kewenangan Kabupaten/K_ota Bidang 
Pertanian 

1. Perencanaan dan Pengendalian 
2. Pengelolaan Sumberdaya Lahan 

3. Pengairan 

4. Pengembangan SDM 

5. Penyuluhan Pertanian 

6. Penelitihan dan Pengembangan 

7. Teknologi Pertanian 

s: Pestisida dan Pupuk 

9. Obat Hewan 

10. AI at dan Mesin Pertanian 

11. Pakan Ternak 

12. Perbenihan Tanaman 

13. Perbibitan Ternak 

14. Perlindungan Tanaman 

15. Kesehatan Hewan 

16. Penyebaran dan Pengembangan 

17. Peternakan 

18. Pemberian Perizinan 

19. Pembinaan Usaha 

20. Permodalan dan Perkreditan 

21. Ketahanan Pangan 

22. Pengembangan 
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00 Lampiran.Gambar I. Siklus Perencanaan-Pembangunan Pertanian 

GIIHN 

NASIONAL PROPENAS Pro~mm 

Pemb. Perurnil:1 

T Sat 2 dan 3 
REPETA Peroi:lln APBiN Proyek·Proyek 

Sub Sektor·ll'erunian Pemb.Peronian -------------~-------------------------------------------------------------------- -------------------------.&.------------·-----------

PROPINSII 
REGIONAL 

1 POlDAS I . . 
T 

PROP EDA 

PertJnia:n Pro~i~si ~ Sub Se~::;:runiln 
T 

Proye~ 

Pro;>insi ---------------'-- --------------------------------------------------------------- ----..,--------------..:------------.~;..-T . 
I POLDAS . 

--------------------·t ------- -· 

KASI 
KOOYA 

PROPEDA 

I 
T 

RENSTRA/Pr;:,,tmn 
Pemb. Perr.;::-.lm 

I 
T 

REPETADA 
PERTANIA~ 

.... 

APBN 
Sub Sektor P.'.eruriian 

I 
T 

Prcyek 
Ka!:>.u;>a!en 

---------------·-------- ------------------------------------- I --------------------------------------------------------------------------------------
KECJKEU 
DESA 

- ... r--., .ri 

Renc~na usulan peuni/ 
masyarakat 

Rencana in\'~..lli 
S'wasu· 




